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ABSTRAK 

Masalah narkotika di Indonesia merupakan masalah yang mendesak dan 

marak. Kini tidak jarang anak-anak juga menyalahgunakan narkotika. Sebagaimana 

dimaksud dalam Undang – Undang tersebut bahwa pemerintah dan Lembaga Negara 

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan 

khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).  

Menurut asas kepentingan terbaik bagi anak, terdakwa anak (anak yang 

melanggar hukum) tidak dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup, dan pidana lain yang tidak sesuai dengan asas ini. Dikarenakan hal itu penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri di 

Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. 

Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian hukum 

empiris atau sosiologis, berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata. 

Sedangkan dilihat dari sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis yang beruupa 

penggambaran terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian kasus. 

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna 

narkotika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan itu 

meliputi upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan 

oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukannya upaya yang diversi 

menjadi salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak. Namun terdapat kendala 

seperti pelabelan/stigma negatif terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika. 

Dalam hal ini dilakukan sosialisasi/penyuluhan hukum untuk mengedukasi 

masyarakat terkait permasalahan tersebut. 

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Narkotika. 
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ABSTRACT 

The narcotics problem in Indonesia is an urgent and widespread problem. Now 

it is not uncommon for children to abuse narcotics. As referred to in the law, the 

government and other state institutions are obliged and responsible for providing 

special protection to children, one of which is a child who is a victim of abuse of 

narcotics, alcohol, psychotropic substances and other addictive substances (drugs). 

According to the principle of the best interests of the child, child defendants 

(children who violate the law) are not sentenced to the death penalty, life 

imprisonment, and other crimes that are not in accordance with this principle. Due to 

this, the author is interested in conducting a thesis research entitled: Legal 

Protection of Children as Class One Narcotics Abusers for Yourself in the Pekanbaru 

Police Legal Area. 

The type of research that the author does is included in the type of empirical or 

sociological legal research, which functions to see the law in a real sense. 

Meanwhile, judging from the nature of the research, it is a descriptive analysis in the 

form of a description of the implementation of the case settlement mechanism. 

Normatively, legal protection for children as narcotics abusers has been 

regulated in laws and regulations. This protection includes monitoring, prevention, 

treatment and rehabilitation efforts carried out by the government and the 

community. In addition, in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal 

Justice System, it is mandatory to make efforts that are converted into one of the legal 

protection efforts for children. However, there are obstacles such as negative 

labeling/stigma of children as narcotics abusers. In this case, socialization/legal 

counseling is carried out to educate the public regarding these problems. 

 

Keywords: Protection, Children, Narcotics. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah narkotika di Indonesia merupakan masalah yang mendesak dan marak. 

Terlihat dari fakta bahwa peredaran narkotika di Indonesia semakin marak. Indonesia 

bukan hanya sebagai tempat peredaran, akan tetapi juga tempat memproduksi 

narkotika. Penyebabnya adalah jumlah penduduk Indonesia yang tinggi sehingga 

menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku kejahatan narkotika.
1
 Penyalahgunaan 

narkotika termasuk kategori kejahatan tanpa korban (crime without victim).
2
 

Kejahatan tanpa korban artinya tidak ada korban sama sekali, yang mana korban 

adalah pelaku itu sendiri. 

Dibidang pengobatan dan Kesehatan, narkotika sangatlah diperlukan. Namun, 

di masa kini narkotika seringkali digunakan secara tidak benar dan melawan hukum 

atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan. Penggunaannya seringkali 

dibarengi dengan peredaran gelap narkoba, yang justru merugikan individu dan 

                                                           
1
 Adi Hardiynato Wicakcono & Pijiyono, 2. (2015). Kebijakan Pelaksanaan Diversi 

Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat 

Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus. Jurnal Law Reform Universitas 

Diponegoro : Vol. 11(1). 

2
 AR. Sujono dan Bony, D. (2011). Komentar dan Pembahasan Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika. 
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masyarakat, terutama generasi muda seperti anak-anak. Kini tidak jarang anak-anak 

juga menyalahgunakan narkotika. Oleh sebab itu, sebagai penerus bangsa anak-anak 

perlu dilindungi.
3
 

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari SATRES NARKOBA Polresta 

Pekanbaru, berikut jumlah anak sebagai penyalahguna (pemakai) Narkotika 

Golongan Satu dari tahun 2018-2020: 

TABEL 1.1 

DATA PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA 

PEKANBARU  

NO TAHUN JUMLAH LP JUMLAH  

TSK ANAK 

1 2018 2 3 

2 2019 - - 

3 2020 8 12 

 

Pada tahun 2018 terdapat 2 laporan polisi yang masuk dengan jumlah tersangka 

anak sebagai penyalahguna (pemakai) sebanyak 3 orang. Pada tahun 2019 tidak 

                                                           
3
 Mardani. (2008). Penyalagunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Pidana Nasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
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terdapat laporan masuk terkait dengan penyalahgunaan narkotika oleh anak sebagai 

pemakai. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2018. 

Terdapat 8 laporan polisi yang masuk dengan jumlah tersangka 12 orang. 

Dalam kasus dimana anak sebagai tersangka pada umumnya dilakukan upaya 

diversi terlebih dahulu. Namun dalam kasus narkotika yang mana anak sebagai 

tersangka, tidak dapat dilakukan upaya diversi.  

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) bahwa “perlindungan anak dalam segala 

aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khusunya dalam 

memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara”. Peradilan cendrung menjadikan 

anak sebagai target kriminalisasi. Bentuk-bentuk perlindungan anak berdasarkan UU 

tersebut diantaranya: 

a. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan cara 

pemberian fasilitas yang memadai 

b. Perlindungan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkembang dengan cara 

memberikan perawatan dan gizi yang cukup 

c. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan 

cara memberikan fasilitas dan bimbingan moral yang baik dalam bertingkah 

laku 
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d. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan kebebasan memiliki suatu 

kepercayaan dengan cara emberikan kebebasan untuk beribadah menurut 

agama dan kepercayaannya4 

Pengaturan sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal 127, 

dikatakan bahwa “setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.
5
 Anak selaku penyalahguna 

narkotika harus diberikan perlindungan hukum berdasarkan aturan hukum yang 

berlaku terkait permasalahan tersebut, yaitu berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2009 

tentang narkotika dan juga berdasarkan pemikiran-pemikiran perlindungan hukum 

yang terdapat didalam UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) dan UU 

Perlindungan Anak (Dharmaningtyas, 2020). 

Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur tentang pemidanaan anak pengguna 

narkotika. Pasal tersebut mengatur bahwa anak sebagai penyalahguna narkotika 

hanya dapat dijatuhi pidana penjara maksimal separuh dari maksimum sanksi pidana 

bagi orang dewasa yang biasanya kurang dari satu tahun. Dikenal pula sistem diversi 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Sistem 

                                                           
4
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
5
 Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia. 

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.20, No.2, 169. 
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Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu Mengalihkan penyelesaian perkara anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana. Biasanya sebelum 

dilakukan proses peradilan pidana diupayakan diversi terlebih dahulu.
6
 

Akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat 2 UU SPPA, diversi hanya dapat 

dilakukan untuk anak yang dijatuhi pidana penjara dibawah 7 tahun. Artinya, untuk 

anak yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 7 tahun tidak dapat diupayakan diversi 

dan harus melalui proses peradilan pidana anak. Berdasarkan data yang peneliti 

peroleh dari Pengadilan Negeri Kelas 1a Pekanbaru, dari tahun 2018-2020 ada 25 

kasus terkait anak sebagai penyalahguna narkoqtika ada 1 anak kasus dimana anak 

sebagai terdakwa dijatuhi vonis lebih dari 7 tahun penjara. Dengan begitu, dalam 

kasus ini tidak dapat diupayakan diversi terhadap anak sebagai terdakwa. Lantas 

diperlukan perlindungan hukum bagi anak untuk dijauhkan dari hukuman tersebut. 

Menurut asas kepentingan terbaik bagi anak, terdakwa anak (anak yang 

melanggar hukum) tidak dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup, dan pidana lain yang tidak sesuai dengan asas ini.  Tujuan menjauhkan anak 

dari proses penahanan adalah untuk melindungi mereka dari stigma/stigmatisasi 

negatif terhadap anak di masyarakat dan menghindari penjara atau lingkungan 

                                                           
6
 Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) 
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penjara yang merugikan kepribadian mereka.
7
 Dikarenakan hal itu penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian skripsi yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA 

GOLONGAN SATU BAGI DIRI SENDIRI DI WILAYAH HUKUM 

POLRESTA PEKANBARU. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai 

Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan 

Oleh Aparat Kepolisian Di Polresta Pekanbaru? 

2. Apa Yang Menjadi Hambatan-Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu 

Bagi Diri Sendiri di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?  

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap apa yang disebut penelitian sudah dipastikan adanya maksud dan 

tujuan yang akan dilakukan dari itu, yaitu untuk mencapai jawaban atas 

                                                           
7
 Anwar, M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 

Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 

47 
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pertanyaan dalam penelitian tersebut. Sehingga timbul keterkaitan adanya 

masalah dan nantinya akan di bahas. Yang menjadi maksud serta tujuan 

penelitian ini yaitu: 

a. Guna Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Yang Dilakukan Oleh 

Aparat Kepolisian Di Polresta Pekanbaru 

b. Guna Mengetahui rintangan-rintangan Dalam Memberikan 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika 

Golongan Satu Untuk Diri Sendiri Serta Bagaimana Aparat Kepolisian 

Menghadapi Hambatan-Hambatan Tersebut 

2. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian akan berperan sangat penting apabila dalam penelitian 

itu tercapai kemanfaatannya bagi setiap pembacanya, dengan tujuan tersebut di 

atas, penelitian ini di harapkan dapat mempunyai manfaat. 

a. Hasil penelitian ini guna menambag pengetahuan serta wawasan 

hukum bagi peneliti terkait dengan penyalahgunaan narkotika 

golongan satu oleh anak 

b. Sebagai kritikan dan rujukan serta saran bagi peneliti dan pemikir yang 

mengkaji dalam permasalahan yang berhubungan dengan 

penyalahgunaan narkotika golongan satu oleh anak 
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D. Tinjauan Pustaka 

Di era perkembangan zaman sekarang, tak jarang ada bentuk-bentuk 

penyimpangan terkait dengan tindak pidana yang mana actor dalam penyimpangan 

tersebut yakni anak. Hal ini merupakan fenomena yang tak sama dengan pelaku 

tindak pidana yang biasa terjadi pada umumnya. Dijelaskan pada Undang – undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 

2004 tentang Perlindungan anak, bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. R.A 

Koesnan mengatakan manusia yang umurnya masih muda serta jiwa dan perjalanan 

hidupnya, karena itu mudah terbawa oleh lingkungan sekelilingnya yakni anak-anak.
8
 

Setiap orang yang dirugikan hak asasinya akan mendapatkan perlindungan 

hukum sebagai bentuk pengayoman. Tujuan dari perlindungan kepada masyarakat 

yakni supaya semua hak-hak yang hukum berikan kepada masyarakat bisa dinikmati 

oleh setiap individu. Maksudnya,  Berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dilindungi oleh hukum, baik 

                                                           
8
 Koesnan, R. (2005). Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung: 

Sumut 
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fisik maupun mental, dari gangguan dan ancaman pihak manapun ialah 

perlindungan hukum. (Rahardjo, 2000, p. 53) 

Melindungi harkat serta martabat, dan diakuinya hak-hak asasi manusia semua 

subjek hukum berdasarkan hukum yang berlaku yakni pendapat Philipus M. Hadjon 

terkait perlindungan hukum. Sedangkan perlindungan hukum menurut Setiono yakni 

upaya guna melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena penguasa yang 

menyimpangi hukum, guna melahirkan ketentraman serta ketertiban sehingga setiap 

individu dapat terjaga martabatnya sebagai manusia. (Hadjon P. M., 1987, p. 25) 

Menurut aturan hukum yang berlaku definisi anak dapat dilihat antara lain: 

a. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan 

“Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun 

dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang 

belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah 

menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh 

suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai 

orang yang telah dewasa bukan anak-anak.” 

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 45 KUHP menjelaskan “Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam 

belas) tahun”.  
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c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana”. 

d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

Pasal 1 butir 5 dijelaskan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 

18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.   

Dalam perkara pidana anak, batasan umur anak sangatlah penting dan 

diperlukan untuk menggolongkan apakah seseorang tersebut termasuk anak atau 

bukan. Di Negara Indonesia, apabila seseorang berusia kurang dari 18 tahun disebut 

anak.  

Segala upaya guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dengan baik supaya 

bisa hidup, tumbuh dann berkembang, serta berpartisipasi dengan optimal berdasar 

harkat serta martabat kemanusiaan, dan dilindungi dari tindak diskriminasi dan 

kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak akibat hukum, sehingga diperlukan 

adanya suatu jaminan hukum. Sebagaimana tercantum dalam pasal 34 ayat 1 Undang-
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Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar 

dipelihara oleh Negara”.
9
 

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak haruslah sesuai dengan aturan yang 

telah di berlakukan bagi anak sesuai dengan apa yang telah di sepakati dunia terhadap 

seorang anak. Adanya pengaturan hak – hak bagi anak (convension of the rights of 

children and kids)  sebagaimana yang telah di akui oleh Republik Indonesia dengan 

Keputusan yang di berikan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan 

pengaturan hak hak bagi anak.
10

 

Terkait pengertian hukum perlindungan anak, terdapat batasan-batasan yang 

diberikan para ahli: 

a. Hukum perlindungan anak berlaku sebagai hukum yang menjamin 

dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban anak ialah pendapat Arit Gosita. 

b. Aspek perlindungan anak terpusat kepada hak-hak anak berdasarkan hukum, 

hal ini dikarenakan secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban 

menurut Bismar Siregar. 

c. Hukum perlindungan anak ialah aturan hidup yang melindungi dan membantu 

perkembangan bagi mereka yang belum dewasa menurut Prof. Mr. J. E. Doek 

dan Mr. H. MA. Drewes. 

                                                           
9
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
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 Arliman, L. (2017). Pendidikan Paregral Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk 

Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. Pekanbaru: UIR Law Review 
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Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar 

dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

kemanusiaan dan harkatnya, serta melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi, 

sehingga menghasilkan anak yang berkualitas dan anak-anak Indonesia yang 

sejahtera.
11

 

Gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yakni polisi yang 

melakukan proses penyidikan serta penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika. Polisi berperan dalam sistem peradilan pidana sebagai instansi pertama. 

Tonggak utama penegakan hukum yakni aparat penyidik polisi. 

Sejenis zat yang mengakibatkan dampak-dampak tertentu bagi pemakainya 

apabila sudah masuk tubuh yakni Narkotika. Pada mulanya digunakan untuk 

keperluan kesehatan, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

narkotika seringkali diolah dalam jumlah yang besar dan disalahgunakan fungsinya 

sehingga menjadi ancaman bagi generasi muda.
12

 

Di Indonesia terjadi peningkatan terkait permasalahan narkotika. Peningkatan 

terjadi baik berdasarkan konteks variasi, pengguna, jumlah narkotika yang 

dipergunakan hingga korbannya. Lingkungan tempat anak bersosialisasi seringkali 

mempengaruhi anak. Hal ini dikarenakan anak-anak dalam proses perkembangannya 

                                                           
11

 Prints, D. (2003). Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti 

12
 Suharyanti, N. P. (2017). Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna 

Narkotika. Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana : Vol. 39, No. 2 
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sangatlah rawan. Mengabaikan perlindungan anak itu sama artinya dengan 

mengabaikan pembangunan nasional. Karena salah satu bidang dalam sistem 

pembangunan nasional Indonesia yakni perlindungan anak. 

Saat ini tak jarang anak-anak melakukan tindak pidana. Sehingga kenakalan 

anak tidak lagi dapat dikatakan sebagai kenakalan anak biasa. Perbuatan melanggar 

hukum serta tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa dianggap sebagai 

ketidakmampuan akal, fisik, maupun moral serta mentalitas yang terdapat dalam diri 

anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.
13

 Anak berpotensi melakukan perbuatan 

menyimpang seperti mencoba minuman keras, masuk kedalam pergaulan bebas dan 

sampai menyalahgunakan obat-obatan terlarang misalnya narkotika. 

Memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak dapat menangani anak yang 

berhadapan dengan perkara narkotika. Segala upaya  haruslah dilakukan dengan hati-

hati agar tidak berdampak buruk pada psikis, dan tidak terlalu memanjakan anak agar 

anak tidak beranggapan bahwa perbuatannya bukanlah hal yang salah.
14

 

Anak yang berhadapan dengan hukum sebab penyalahgunaan narkotika 

menurut pengaturan UU SPPA dewasa ini dinilai belum mampu memberikan 

                                                           
13

 Adi Hardiynato Wicakcono & Pijiyono, 2. (2015). Kebijakan Pelaksanaan Diversi 

Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat 

Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus. Jurnal Law Reform Universitas 

Diponegoro : Vol. 11(1) 

14
 Probosiwi, R. (2017). Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak. Jurnal 

PKS : Vol. 16, No. 2 
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perlindungan hukum yang cukup. Pasal 7 UU SPPA menyebutkan bahwa sistem 

diversi hanya berlaku bagi anak pelaku kejahatan dengan ancaman pidana dibawah 7 

tahun atau diversi tidak berlaku bagi anak yang didakwa yang diancam dengan pidana 

7 tahun atau lebih. Perbuatan pidana penyalahguna narkotika yang dipidana dengan 

pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun seringkali diancam dengan ancaman 

alternatif, kumulatif atau gabungan, antara lain tindak pidana kepemilikan, 

penyimpanan, penguasaan, dan penyediaan narkotika, dan tindak pidana tersebut 

dapat menghadapi ancaman pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun. Pasal 7 UU 

SPPA membolehkan anak penyalahguna narkoba masuk ke dalam sistem peradilan 

pidana biasa. 

 

E. Konsep Operasional 

Batasan istilah yang termasuk dalam judul dan ruang lingkup penelitian 

adalah yang dimaksud dengan konsep operasional. Penulis memberikan batasan 

istilah pada judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir didalam 

penelitian ini sehingga bisa menimbulkan Batasan yang diinginkan serta focus pada 

topik dan tidak ada pemahaman yang kabur karena ruang lingkupnya yang sangat 

luas. Berikut batasannya: 

Aparat penegak hukum berupaya memberikan rasa aman kepada anak dari 

berbagai ancaman dan gangguan, baik fisik maupun psikis, melalui berbagai 

undang-undang. 
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Narkotika yang daya adiktifnya sangat tinggi ialah narkotika golongan satu. 

Jenis narkotika ini yang paling berbahaya serta dipergunakan sebagai ilmu 

pengetahuan dan penelitian. Contoh: heroin, kokain, ganja, morfin, dan opium. 

Bagi diri sendiri dimaksudkan anak sebagai pemakai narkotika golongan satu. 

Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa “setiap 

Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 tahun.” 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang akan dipergunakan seperti, 

mengkaji, menganalisa, meneliti serta mengumpulkan data-data yang lebih tepat 

untuk mempermudah menjawab keseluruhan pokok permasalahan pada penelitian. 

Metode penelitian yang dipergunakan penulis yakni:  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Empiris atau sosiologis ialah jenis dari penelitian ini.  

b. Deskriptif analitis menjadi sifat dari penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang di ambil berada di Kota Pekanbaru dan di 

Polres Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan alasan penulis mengambil 

lokasi tempat penelitian di karenakan masalah-masalah yang terjadi 
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berdasarkan judul yang di ambil lebih dominan terjadi berada di kota kota 

besar. Seperti Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Keseluruhan dari jumlah objek yang akan penulis teliti ialah populasi.  

Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan dengan penelitian yang 

ingin penulis jadikan ini. Aapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian yang di lakukan ialah: 

 

TABEL 1.2 

TABEL POPULASI DAN RESPONDEN 

NO UNIT POPULASI RESPONDEN 

1 KASAT RESNARKOTIKA 

POLRESTA PEKANBARU 

1 1 

2 ANAK PENYALAHGUNA 

NARKOTIIKA 

1 1 

 

3 KANIT PPA POLRESTA 

PEKANBARU 

1 1 

 

b. Responden  
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Penulis memilih metode penelitian dengan wawancara secara langsung 

kepada beberapa responden yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi yang valid dari narasumber terkait suatu hal yang 

berhubungan dengan perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai 

Penyalahguna Narkotika Golongan Satu di Wilayah Hukum Polresta 

Pekanbaru. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer, yakni data yang digunakan untuk memberikan 

pemahaman serta penjelasan yang lengkap dan diperoleh langsung dari 

pihak kepolisian, berupa data terkait anak sebagai penyalahguna 

(pemakai) narkotika golongan satu di wilayah hukum polresta 

pekanbaru dari tahun 2018-2020. 

b. Data sekunder, yakni data dari peraturan-peraturan yang ditetapkan 

oleh Negara atau Undang Undang yang mendukung masalah pokok 

penelitian, berupa: Kitab Perundang Undangan Hukum Pidana 

Indonesia (KUHP), UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 

No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU No.35 tahun 

2009 Tentang Narkotika. 

c. Data tersier, ialah data yang menjelaskan penjelasan umum terhadap 

bahan bahan penelitian hukum sekunder dalam bentuk penjelasan dari 

Jurnal Ilmiah, buku dan bahan bahan lain yang memberikan 



18 
 

keuntungan dalam penjelasan dan dapat dipergunakann untuk 

melengkapi data skripsi. 

5. Alat Pengumpul Data 

Dalam penelitian yang ingin di lakukan ini alat pengumpul data yang 

digunakan ialah wawancara (interview) dan dokumentasi. Wawancara 

ialah teknik pengambilan yang didapatkan dengan dialog atau tanya 

jawab langsung  terhadap responden yang di tentukan untuk kepentingan 

penulisan karya ilmiah. Pengambilan data yang didapatkan lewat 

dokumen-dokumen berupa salinan jumlah perkara anak sebagai 

penyalahguna narkotika golongan satu di wilayah hokum polresta 

pekanbaru ialah dokumentasi. 

6. Analisa Data 

Analisa kualitatif dipergunakan dalam analisa serta pengolahan data 

pada penulisan skripsi ini. Perolehan data diolah menjadi rangkaian kata-

kata, kemudian mencatat dan mengumpulkan, sehingga data tersebut 

menjadi hasil objek penelitian yang berkaitan dengan peristiwa yang 

melingkupi objek penelitian. Pengumpulan data menggunakan pedoman 

wawancara dan observasi ke lapangan. 

7. Metode Penarikan Kesimpulan 
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Metode secara deduktif dipergunakan penulis dalam mengambil 

kesimpulan pada tahap akhir dalam hal ini menarik kesimpulan dari yang 

sifatnya umum ke hal-hal yang sifatnya khusus. Untuk menggambarkan 

secara jelas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai 

Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri di Wilayah 

Hukum Polresta Pekanbaru. 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Alnalk daln perlindungalnnyal tidalk alkaln pernalh berhenti sepalnjalng sejalralh 

kehidupaln, kalrenal alnalk aldallalh generalsi penerus balngsal daln pembalngunaln, 

yalitu generalsi yalng dipersialpkaln sebalgali subjek pelalksalnal pembalngunaln 

yalng berkelalnjutaln daln pemegalng kendalli malsal depaln sualtu negalral. 

Perlindungaln alnalk beralrti melidungi potensi sumber dalyal insalni daln 

membalngun malnusial Indonesial seutuhnyal, menuju malsyalralkalt yalng aldil 

daln malkmur, malteril spirituall berdalsalrkaln Palncalsilal daln UUD 1945. 
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Dallalm ilmu hukum dikenall aldalnyal subjek hukum, yalitu segallal sesualtu 

yalng merupalkaln pendukung halk daln kewaljibaln. Subjek hukum ini altalu 

pendukung halk daln kewaljibaln dibalgi menjaldi dual, yalitu malnusial altalu 

naltuurlijk persoon daln baldaln hukum altalu rechts persoon. Malnusial termalsuk 

didallalmnyal alnalk aldallalh merupalkaln subjek hukum, wallalupun dallalm hall 

tertentu malsih terdalpalt pengecuallialn, nalmun peralturaln perundalng-undalngaln 

yalng aldal sudalh menempaltkaln alnalk sebalgali subjek hukum yalng jugal halrus 

mendalpalt perlindungaln. Sedalngkaln baldaln hukum menjaldi sallalh saltu dalri 

subjek hukum disebalbkaln memalng dallalm reallitalnyal menghendalki 

demikialn.
15

 

Penjelalsaln UU No. 23 talhun 2002 menjelalskaln balhwal alnalk aldallalh 

almalnalh sekalligus kalrunial Tuhaln Yalng Malhal Esal, yalng senalntialsal halrus 

dijalgal kalrenal dallalm dirinyal melekalt halrkalt, malrtalbalt, daln halk-halk sebalgali 

malnusial yalng halrus dijunjung tinggi. Oralng tual, kelualrgal, daln malsyalralkalt 

bertalnggung jalwalb untuk menjalgal daln memelihalral halk alsalsi tersebut sesuali 

dengaln kewaljibaln yalng dibebalnkaln oleh hukum. Demikialn pulal dallalm 

ralngkal penyelenggalralaln perlindungaln alnalk, negalral daln pemerintalh 

bertalnggung jalwalb menyedialkaln falsilitals daln alksesibilitals balgi alnalk, 
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terutalmal dallalm menjalmin pertumbuhaln daln perkembalngalnnyal secalral 

optimall daln teralralh.  

Undalng-undalng No. 23 talhun 2002 menegalskaln balhwal 

pertalnggungjalwalbaln oralngtual, kelualrgal, malsyalralkalt, pemerintalh daln negalral 

merupalkaln ralngkalialn kegialtaln yalng dilalksalnalkaln secalral terus menerus demi 

terlindunginyal halk-halk alnalk.
16

 Ralngkalialn kegialtaln tersebut halrus 

berkelalnjutaln daln teralralh gunal menjalmin pertumbuhaln daln perkembalngaln 

alnalk, balik fisik, mentall, spirituall malupun sosiall. Upalyal perlindungaln alnalk 

perlu dilalksalnalkaln sedini mungkin, yalkni sejalk dalri jalnin dallalm kalndungaln 

salmpali alnalk berumur 18 (delalpaln belals) talhun. Bertitik tolalk dalri konsepsi 

perlindungaln alnalk yalng utuh, menyeluruh, daln komprehensif, undalng-

undalng ini meletalkkaln kewaljibaln memberikaln perlindungaln kepaldal alnalk 

berdalsalrkaln alsals-alsals sebalgali berikut: 

a. Non diskriminalsi 

b. Kepentingaln yalng terbalik balgi alnalk 

c. Halk untuk hidup, kelalngsungaln hidup, daln perkembalngaln 

d. Penghalrgalaln terhaldalp pendalpalt alnalk 

Dallalm melalkukaln pembinalaln, pengembalngaln daln perlindungaln alnalk, 

perlu peraln malsyalralkalt, balik melallui lembalgal perlindungaln alnalk, lembalgal 
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kealgalmalaln, lembalgal swaldalyal malsyalralkalt, orgalnisalsi kemalsyalralkaltaln, 

orgalnisalsi sosiall, dunial usalhal, medial malssal, altalu lembalgal pendidikaln 

besertal komponen malsyalralkalt lalinnyal. 

Pengertialn Perlindungaln Hukum Alnalk 

Perlindungaln alnalk dalpalt dibedalkaln dallalm perlindungaln yalng bersifalt 

yuridis daln perlindungaln yalng bersifalt non yuridis. Perlindungaln yalng 

bersifalt yuridis meliputi perlindungaln dallalm: 

a. Bidalng hukum publik 

b. Bidalng hukum keperdaltalaln 

Perlindungaln yalng bersifalt non yuridis meliputi: 

a. Bidalng sosiall 

b. Bidalng Kesehaltaln 

c. Bidalng Pendidikaln 

Perlindungaln alnalk yalng bersifalt yuridis, meyalngkut semual alturaln hukum 

yalng mempunyali dalmpalk lalngsung balgi kehidupaln seoralng alnalk dallalm alrti 

semual alturaln hukum yalng mengaltur kehidupaln alnalk. Berikut ini alkaln 

diuralikaln pengertialn hukum perlindungaln alnalk dalri beberalpal oralng salrjalnal, 

alntalral lalin: 
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Bismalr Siregalr SH, menyebutkaln alspek hukum perlindungaln alnalk, lebih 

dipusaltkaln kepaldal halk-halk alnalk yalng dialtur hukum daln bukaln kewaljibaln, 

mengingalt secalral hukum (yuridis) alnalk belum dibebalni kewaljibaln. 

Mr. H. de Bie merumuskaln kinderrecht (Alspek Hukum Alnalk) sebalgali 

keseluruhaln ketentualn hukum yalng mengenali perlindungaln, bimbingaln daln 

peraldilaln alnalk / remaljal, seperti yalng dialtur dallalm BW, Hukum Alcalral 

Perdaltal. Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal daln Hukum Alcalral Pidalnal 

Sertal peralturaln pelalksalnalalnnyal. 

Menurut Prof. Mr. J. E. Doek daln Mr. H. MAl. Drewes memberi pengertialn 

jengdrecht (hukum perlindungaln alnalk mudal) dallalm 2 pengertialn malsing-

malsing pengertialn luals daln pengertialn sempit. 

Dallalm pengertialn luals: Segallal alturaln hidup yalng memberi perlindungaln 

kepaldal merekal yalng belum dewalsal daln memberi kemungkinaln balgi merekal 

untuk berkembalng. 

Dallalm pengertialn sempit: meliputi perlindungaln hukum yalng terdalpalt 

dallalm: 

a. Ketentualn hukum perdaltal (regels valn civiel recht) 

b. Ketentualn hukum pidalnal (regels valn stralfrecht) 

c. Ketentualn hukum alcalral (procesrechtelijke regels) 
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Seoralng alnalk mempunyali halk daln kewaljibaln secalral waljalr daln malnusialwi, 

malkal dallalm hall memberikaln perlindungaln kepaldal alnalk yalng merupalkaln sualtu 

lalngkalh dallalm memberikaln perlindungaln algalr alnalk dalpalt memperoleh halk yalng 

dimilikinyal daln dalpalt menjallalnkaln kewaljibalnnyal secalral waljalr daln malnusialwi, 

malkal perlu dilalkukaln pendidikaln yalng edukaltif meliputi alspek alspek kemalnfalaltaln, 

kepribaldialn, morall, alkhlalk daln kepedulialn terhaldalp lingkungaln sosiall sertal 

memberikaln pembinalaln, pembimbingaln, pendalmpingaln, penyertalaln daln 

pengalwalsaln kepaldal alnalk. Untuk hall itu, malkal algalr alnalk mendalpaltkaln 

perlindungaln dallalm prosese peraldilaln pidalnal, sehinggal kebutuhaln, keinginaln daln 

halralpaln alnalk tetalp diprioritalskaln daln dalpalt dilalksalnalkaln, menurut Sudalrto balhwal: 

“semual bentuk kegialtaln yalng dilalkukaln dallalm proses peraldilaln alnalk ini, mulali dalri 

proses di kepolisialn, kejalksalaln altalupun di pengaldilaln, halrus berlalndalskaln paldal 

sualtu esensi demi kebutuhaln, ketentralmaln daln kepentingaln alnalk. jaldi halkim yalng 

alkaln meneralpkaln pidalnal altalukalh tindalkaln halrus didalsalrkaln paldal pertimbalngaln 

dengaln mengutalmalkaln untuk ketentralmaln daln kenyalmalnaln alnalk yalng 

bersalngkutaln, talnpal mengalbalikaln kebutuhaln, kepentingaln ralkyalt umum” 

Hukum berfungsi sebalgali perlindungaln kepentingaln malnusial, algalr 

kepentingaln malnusial terlindungi, hukum halrus dilalksalnalkaln malnusial, algalr 

kepentingaln malnusial terlindungi, hukum halrus dilalksalnalkaln. 

Balnyalk alnalk-alnalk berkonflik dengaln hukum daln diputuskaln malsuk dallalm 

lembalgal pemalsyalralkaltaln, sebenalrnyal hall tersebut tidalk bisal dibialrkaln begitu saljal 
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mengingalt alnalk yalng berkonflik dengaln hukum halrus mendalpaltkaln pembinalaln 

kalrenal malsih memiliki malsal depaln. Pelalksalnalaln pembinalaln terhaldalp alnalk yalng 

berkonflik dengaln hukum secalral umum halrus memperhaltikaln Undalng-undalng 

Dalsalr 1945, Undalng-undalng Nomor 11 Talhun 2012 Tentalng Sistem Peraldilaln 

Alnalk, Undalng-undalng Nomor 23 Talhun 2002 Jo. Undalng-Undalng Nomor 35 talhun 

2014 Tentalng Perlindungaln Alnalk, Undalng-undalng Nomor 12 Talhun 1995 Tentalng 

Permalsyalralkaltaln, Undalng-undalng Nomor 39 Talhun 1999 Tentalng Halk Alsalsi 

Malnusial yalng dihubungkaln dengaln Undalng-undalng Nomor 35 Talhun 2009 Tentalng 

Nalrkotikal. Kenyaltalalnnyal malsih balnyalk pelalnggalraln yalng diallalmi oleh alnalk yalng 

berkonflik dengaln hukum terutalmal paldal tindalk pidalnal nalrkotikal sebalgali contoh 

yalng sering terjaldi aldallalh kekeralsaln terhaldalp alnalk, peralmpalsaln kemerdekalaln, 

intimidalsi, pendekaltaln yalng bukaln bersifalt kekelualrgalaln, daln ditundalnyal malsal 

persidalngaln. Halk-halk alnalk yalng berkonflik dengaln hukum tidalk dilindungi paldal 

tingkalt pemeriksalaln, mulali dalri pemeriksalaln salmpali dengaln proses persidalngaln di 

pengaldilaln, stigmal dalri malsyalralkalt sebalgali penjalhalt, halrus dikelualrkaln dalri 

sekolalh, dialsingkaln oleh komunitals lingkungalnnyal. Balgalimalnal solusi peneralpaln 

pidalnalnyal, kalrenal disini pidalnal sebalgali Ultimum Remedium.  

B. Tinjalualn Umum Tentalng Tindalk Pidalnal Nalrkotikal 

1. Pengertialn Penyallalhgunalaln Nalrkotikal 

Palsall 1 alyalt (15) Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2009 Tentalng Nalrkotikal 

tidalk memberikaln penjelalsaln yalng jelals mengenali istilalh penyallalhgunalaln tersebut. 
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Halnyal istilalh penyallalhgunal yalitu oralng yalng menggunalkaln nalrkotikal talnpal halk 

altalu melalwaln hukum. Penyallalhgunalaln nalrkotikal daln penyallalhgunalaln obalt (drug 

albuse) dalpalt pulal alrtikaln mempergunalkaln obalt altalu nalrkotikal bukaln untuk tujualn 

pengobaltaln, paldalhall fungsi obalt nalrkotikal aldallalh untuk membalntu penyembuhaln 

daln sebalgali obalt teralpi. Alpalbilal oralng yalng tidalk salkit mempergunalkaln nalrkotikal, 

malkal ial alkaln meralsalkaln segallal hall yalng berbalu albnormall.
17

 

Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 35 Talhun 2009 telalh mengaltur 

tentalng tindalk pidalnal nalrkotikal dallalm Balb XV Palsall 111 salmpali dengaln Palsall 148 

yalng merupalkaln ketentualn khusus. Didallalm Undalng-Undalng Nalrkotikal, 

“perbualtaln-perbualtaln yalng dinyaltalkaln sebalgali tindalk pidalnal aldallalh sebalgali 

berikut: 

Talnpal halk, altalu melalwaln hukum menalnalm, memelihalral, memiliki, 

menyimpaln, mengualsali, altalu menyedialkaln nalrkotikal golongaln I dallalm bentuk 

talnalmaln (Palsall 111) 

a. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum memiliki, mengualsali, altalu 

menyedialkaln nalrkotikal Golongaln I bukaln talnalmaln (Palsall 112) 

b. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, altalu menyallurkaln nalrkotikal Golongaln 1 (Palsall 113) 
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c. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum menalwalrkaln untuk dijuall, 

menjuall, membeli, menerimal, menjaldi peralntalral dallalm juall beli, 

menukalr, altalu menyeralhkaln nalrkotikal Golongaln 1 (Palsall 114) 

d. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum membalwal, mengirim, 

mengalngkut, altalu mentralnsit Nalrkotikal Golongaln I (Palsall 115) 

e. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum menggunalkaln nalrkotikal 

Golongaln I terhaldalp oralng lalin altalu memberikaln nalrkotikal 

Golongaln I untuk digunalkaln oralng lalin (Palsall 116) 

f. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum memiliki, menyimpaln, 

mengualsali altalu menyedialkaln nalrkotikal Golongaln II (Palsall 117) 

g. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, altalu menyallurkaln nalrkotikal Golongaln II (Palsall 118) 

h. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum menalwalrkaln untuk dijuall, 

menjuall, membeli, menerimal, menjaldi peralntalral dallalm juall beli, 

menukalr, altalu menyeralhkaln nalrkotikal Golongaln II (Palsall 119) 

i. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum membalwal, mengirim, 

mengalngkut, altalu mentralnsito nalrkotikal Golongaln II (Palsall 120) 

j. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum menggunalkaln nalrkotikal 

Golongaln II terhaldalp oralng lalin altalu memberikaln nalrkotikal 

Golongaln II untuk digunalkaln oralng lalin (Palsall 121) 

k. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum memiliki, menyimpaln, 

mengalsali altalu menyedialkaln nalrkotikal Golongaln III (Palsall 122) 
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l. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum memproduksi, megimpor, 

mengekspor, altalu menyallurkaln nalrkotikal Golongaln III (Palsall123) 

m. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum menalwalrkaln untuk dijuall, 

menjuall, membeli, menerimal, menjaldi peralntalral dallalm juall beli, 

menukalr, altalu menyeralhkaln nalrkotikal Golongaln III (Palsall 124) 

n. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum membalwal, mengirim, 

mengalngkut, altalu mentralnsito nalrkotikal Golongaln III (Palsall 125) 

o. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum menggunalkaln nalrkotikal 

golongaln III terhaldalp oralng lalin altalu memberikaln nalrkotikal 

Golongaln III untuk digunalkaln oralng lalin (Palsall 126) 

p. Setialp penyallalhgunal (palsall 127) 

1. Nalrkotikal Golongaln I balgi diri sendiri; 

2. Nalrkotikal Golongaln II balgi diri sendiri; 

3. Nalrkotikal Golongaln III balgi dirinyal sendiri. 

q. Oralng tual altalu walli dalri pecalndu yalng belum cukup umur, yalng 

sengaljal tidalk melalpor (Palsall 128) 

r. Talnpal halk, altalu melalwaln hukum (Palsall129) 

1. Memiliki, menyimpaln, mengualsali, altalu menyedialkaln 

Prekursor nalrkotikal untuk pembualtaln nalrkotikal; 

2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, altalu menyallurkaln 

Prekursor Nalrkotikal untuk pembualtaln nalrkotikal; 
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3. Menalwalrkaln untuk dijuall, menjuall, membeli, menerimal, 

menjaldiperalntalral dallalm juall beli, menukalr, altalu 

menyeralhkaln precursor Nalrkotikal untuk pembalualtaln 

nalrkotikal; 

4. Membalwal, mengirim, mengalngkut, altalu mentralnsito 

Prekursor nalrkotikal untuk pembalualtaln nalrkotikal 

s. Setialp oralng dengaln sengaljal tidalk melalporkaln aldalnyal tindalk 

pidalnal nalrkotikal (Palsall 131)”. 
18

 

Didallalm UU Nalrkotikal telalh dialtur mengenali bentuk penyallalhgunalaln 

nalrkotikal, misallnyal dallalm Palsall 114 Alyalt (1) UU Nalrkotikal menyaltalkaln balhwal: 

Setialp oralng yalng talnpal halk altalu melalwaln hukum menalwalrkaln untuk dijuall, 

menjuall, membeli, menerimal, menjaldi peralntalral dallalm juall beli, menukalr, altalu 

menyeralhkaln nalrkotikal Golongaln I, dipidalnal dengaln pidalnal penjalral seumur hidup 

altalu pidalnal penjalral palling singkalt 5 (limal) talhun daln palling lalmal 20 (dual puluh) 

talhun daln pidalnal dendal palling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (saltu milialr rupialh) daln 

palling balnyalk Rp. 10.000.000.000,00 (sepulalh milialr rupialh). 

2. Salnksi Tindalk Pidalnal Nalrkotikal 

Pemidalnalaln terhaldalp pelalku penggunal Nalrkobal tidalk dalpalt dipisalhkaln dalri 

sistem pemidalnalaln yalng dialnut oleh sistem hukum di Indonesial. Tujualn sistem 

pemidalnalaln paldal halkekaltnyal merupalkaln operalsionallisalsi penegalkaln hukum yalng 
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dijallalnkaln oleh sistem peraldilaln berdalsalrkaln peralngkalt hukum yalng mengaltur 

berupal kriminallisalsi penyallalhgunalaln daln peredalraln gelalp Nalrkobal yalkni Undalng-

Undalng Nomor 35 Talhun 2009 tentalng Nalrkotikal sebalgali penggalnti UU No. 22 

Talhun 1997 tentalng Nalrkotikal. Perkembalngaln yalng aldal di dunial salalt ini 

menunjukkaln terjaldinyal kecenderungaln perubalhaln kualt dallalm memalndalng palral 

penggunal nalrkotikal yalng tidalk lalgi dilihalt sebalgali pelalku kriminall, nalmun sebalgali 

korbaln altalu palsien yalng halrus diberi empalti.
19

 

 

 

 

 

C. Tinjalualn Umum Tentalng Tindalk Pidalnal Alnalk 

I. Pengertialn Alnalk  

Dallalm perkembalngaln peneralpaln hukum pidalnal di Indonesial alpalbalilal alnalk 

yalng melalkukaln kejalhaltaln ini alkaln tetalp melallui proses hukum. Hall ini terjaldi 

kalrenal krjalhaltaln alnalk tersebut telalh menimbulkaln kerugialn balik dalri segi malteril 

daln lalinyal. Nalmun dalri sisi lalinyal penegalkaln hukum terhaldalp sualtu tindalkaln 

kejalhaltaln yaln di lalkukaln oleh alnalk  menimbulkaln permalsallalhaln yalng berbedal paldal 

umumnyal, kalrenal pelalku kejalhaltaln aldallalh seoralng alnalk yalng jelals staltsunyal belum 
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calkalp hukum. Daln untuk penegalkaln hukum positif yalng berlalku talk jalralng halrus 

mengalbalikaln baltals usial alnalk. alnalk merupalkaln alset balngsal, daln mempunyali peraln 

terbesalr sebalgali penerus generalsi balngsal sebalgali successor. Untuk Indonesial 

sendiri, alnalk aldallalh sualtu penerus cital cital perjualngaln balngsal. Malkal itu kuallitals 

alnalk salngaltlalh di tentukaln paldal malsal dimalnal merkal tumbuh daln berkembalng, alnalk 

di Indonesial di besalrkaln dengaln kalralkter yalng berbedal balik dalri segi kelualrgalnyal 

malupun lingkungalnyal sehinggal menjaldi malnusial yalng balik seutuhnyal, hinggal 

dallalm menjallalni kehidupalnyal seoralngal alnalk alkaln dalpalt melkalsalnkaln halk halk daln 

kewaljibalnyal sebalgali walrgal Negalral yalng ralsionall bermalnfalalt daln dalpalt 

bertalnggung jalwalb demi balngsalnyal. Negalral menaljmin kesejalhteralaln tialp walrgal 

negalralnyal, termalsuk perlindungaln terhaldalpal alnalk yalng tergolong kedallalm halk 

alsalsi malnusial. Setialp alnalk berhalk altals kelalngsunalg hidup tumbuh daln berkembalng 

sertal di lengkalpi dengaln perlindungaln dalri tindalk pidalnal daln diskriminalsi halk halk 

sipil altals kebebalsaln. 

Sebelum alnalk tumbuh daln berkembalng jaldi dewalsal, terlebih dalhulu alnalk 

alnalk alkaln mengallalmi malsal altalu false dunial alnalk. beraldal di dallalm false dunial alnalk, 

dimalnal alnalk alkaln di bentuk daln dipersialpkaln balgalimalnal menuju proses 

pedewalsalaln nalntinyal. Oleh kalrenal itu setialp alnalk perlu alkaln mendalpaltkaln 

kesempaltaln yalng seluals lualsnyal untuk tumbuh daln berkembalng mengalsalh fisik, 

mentall secalral optimall. Srtialp alnalk memerlukaln pembinalaln daln perlindungaln dallalm 

ralngkal menjalmin perkembalngaln polal hidup secalral seimbalng dalri segi mentall, fisik, 
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daln sosiall. Pembinalaln daln perlindungaln alnalk ini talk mengecuallikaln pelalku tindalk 

pidalnal alnalk, yalng keralp disebut dengaln “alnalk nalkall”, malkal di halralpkaln 

penalngalnaln perkalral alnalk sudalh dalpalt di bedalkaln dengaln penalngnalnal oralng 

dewalsal paldal umunyal demi menjalgal perkembalngaln psikologis alnalk sertal 

kepentingaln kesejalhteralaln malsal depaln alnalk.  

Negalral daln pemerintalh telalh telalh berupalyal memberi perhaltialnyal dallalm 

wujud undalng undalng yalng berkalitaln dengaln perlindungalnal alnalk yalkni UU No 35 

Talhun 2014 tentalng perubalhaln altals UU No. 23 Talhun 2002 tentalng perlindungaln 

alnalk. nalmun hall tersebut belum malmpu menekaln peningkaltaln kualntitals daln 

kualltials kalusus yalng melibaltkaln alnalk sebalgali korbaln daln pelalku tindalk pidalnal 

yalng mengikaltnyal. 

 

a) Menurut UU No. 4 Talhun 1979 Tentalng Kesejalhteralaln Alnalk. 

Palsall 1 alngkal 2 UU No.4 talhun 1979 menentukaln: 

Alnalk aldallalh seseoralng yalng belum mencalpali umur 21 (dual puluh saltu) 

talhun daln belum pernalh kalwin. 

Dalri pengertialn alnalk sebalgalimalnal di malksud dallalm palsall 1 alngkal 2 UU No. 

4 Talhun 1979 tersebut dalpalt d ketalhui balhwal seseoralng yalng dalpalt di sebut alnalk 

jikal teroenuhinyal syalralt sebalgali berikut: 
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1. Belum mencalpali umur genalp 21 talhun  

2. Belum pernalh kalwin 

 Oleh penjelalsaln Palsall 1 alngkal 3 UU No. 4 Talhun 1979 kesejalhteralaln alnalk 

disebutkaln balhwal baltals umur genalp 21 talhun di tetalpkaln berdalsalrkaln 

pertimbalngaln pertimbalngaln usalhal kesejalhteralaln sosiall, talhalp kemaltalngaln sosiall, 

kemaltalngaln pribaldi, daln kemaltalngaln mentall seoralng alnalk yalng di calpali paldal umur 

tersebut. (Wiyono, 2016, p. 11) 

 Yalng di malksud “belum pernalh kalwin” diteralpkaln dallalm palsall 1 alngkal 2 

UU No. 4 Talhun 1979 Tentalng kesejalhteralaln Alnalk aldallalh belum pernalh kalwin altalu 

mengaldalkaln perkalwinaln menurut UU No. 1 Talhun 1974 tentalng perkalwinaln. 

b) Menurut UU No. 23 Talhun 2002 Tentalnng Perlindungaln Alnalk  

 Palsall 1 alngkal 1 UU No. 23 Talhun 2002 menentukaln: 

Alnalk aldallalh seseoralng yalng belum berusial 18 talhun, termalsukyalng malsih 

didallalm kalndungaln. 

Menurut UU di altals dalpalt menjelalskaln balhwal seseoralng yalng dalpalt di sebut 

sebalgali alnalk jikal memenuhi syalralt sebalgali berikut: 

1. Belum berusial 18 talhun 

2. Termalsuk alnalk yalng malsih di dallalm kalndungaln ibunyal (Wiyono, 2016, 

p. 12) 
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c) Menurut Konvensi tentalng Halk Halk Alnalk  

Palsall 1 Konvensi tentalng Halk Halk Alnalk: 

untuk tujualn tujualn konvensi ini, seoralng alnalk beralrti setialp malnusial di 

balwalh umur 18 talhun, kecualli menurut Undalng-Undalng yalng berlalku paldal alnalk, 

kedewalsalaln di calpali lebih alwall. 

 Konvensi halk halk alnalk ini di raltifikalsi dengaln keputusaln president RI 

Nomor 36 Talhun 1990 di jaldikaln sallalh saltu pertimbalngaln di bentuknyal UU No. 11 

Talhun 2012 tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk.  

d) Menurut Undng Undalng No. 11 Talhun 2012 Tentalng Sistem Peraldilaln 

Pidalnal Alnalk 

Jikal diperhaltikaln pengertialn tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk 

sebalgalimalnal di malksud dengaln palsall 1 alngkal 1 UU No. 11 talhun 2012 dalpalt 

diketalhu balhwal SPPAl di altur di dallalm UU tersebut aldallalh mengenali proses 

penyelesalialn Perkalral “alnalk yalng berhaldalpaln Dengaln Hukum” 

Alnalk yalng berhaldalpaln dengaln hukum yalng di malksud oleh UU No.11 

Talhun 2012 tentalng SPPAl menurut palsall 1 alngkal 2 UU No. 11 Talhun 2012 terdiri 

altals: 
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1. Alnalk yalng berkonflik dengaln hukum yalng selalnjutnyal di sebut alnalk 

aldallalh alnalk yalng telalh berumur 12 talhun, tetalpi belum berumur 18 thun 

yalng di dugal melalkukaln tindalk pidalnal ( palsall 1 alngkal 3) 

2. Alnalk yalng menjaldi korbaln tindalk pidalnal yalng selalnjutnyal di sebut alnalk 

korbaln aldallalh alnalk yalng blum berumur 18 talhun yalng mengallalmi 

penderitalaln fisik, mentall, daln/altalu kerugialn ekonomi yalng di sebalpkaln 

oleh tindalk pidalnal (palsall 1 alngkal 4) 

3. Alnalk yalng menaljdi salksi tindalk pidalnal yalng selalnjutnyal di sebut 

sebalgali alnalk salksi alnalk yalng belum berumur 18 talhun yalng dalpalt 

memberikaln keteralngaln gunal kepentinaln penyidikaln, penuntutaln, daln 

pemeriksalaln di sidalng pengaldilaln tentalng sualtu perkalral pidalnal yalng di 

dengalr dilihalt altalu di allalminyal sendiri (palsall 1 alngkal 5) (Wiyono, 2016, 

p. 15) 

Perlindungaln khusus balgi alnalk yalng berhaldalaln dengaln hukum sebalgalimalnal 

dimalksud dallalm palsall 64 UU No. 23 talhun 2002 Alyalt (2) iallalh: 

a. Perlalkualn altals alnalk secalral malnusialwi sesuali dengaln malrtalbalt daln 

halk halk alnalk  

b. Penyedialaln petugals pendalmping khusus alnalk sejalk dini  

c. Penyedialn salralnal pralsalralnal khusus  

d. Penjaltuhaln salnksi yalng tepalt untuk kepentingaln yalng terbalik balgi si 

alnalk  
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e. Pemberialn jalminaln untuk mempertalhalnkaln hubungaln oralng tual daln 

kelualrgal  

f. perlindungaln dalripemberitalaln identitals melallui medial malsal daln 

menhindalri lalbelisalsi  

g. Oleh kalrenal itu, persoallaln umur dalri alnalk sertal item item lalinyal 

salngaltlalh menentukaln dallalm menyelesalikaln perkalral alnalk menurut 

UU No. 11 Talhun 2012 Tentalng sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk. 

sejallaln dengaln persoallaln balgalimalnal menentukaln umur halruslalh di 

dukung oleh allalt-allalt bukti berupal suralt (palsall 189 alyalt (1) huruf C 

KUHAlP), misallnyal KTP, KK, daln suralt keteralgaln kependudukaln 

lalinnyal sebalgalimalaln di malksud di dallalm UU No. 23 Talhun 2006 

Tentalng Aldministralsi Kependudukaln. Jkal senaldalinyal allalt bukti 

tersebut belum altalu tidalk aldal, malkal dalpalt di galnti dengaln allalt Bukti 

berupal Keteralngaln salksi daln (palsall 184 alyalt (1) huruf al KUHP) 

misallnyal keteralngaln dalri oralng tual altalu walli dalri alnalk . dallalm 

merumuskaln alpal yalng dimalksud dengaln alnalk menurut UU No 11 

Talhun 2012 tersebut, tidalk tergalntung alpalkalh alnalk sudalh (pernalh) 

kalwin altalu belum (pernalh) kalwin, sehinggal alkibaltnyal alnalk yalng 

sudalh pernalh kalwin sebelum berumur 12 talhun balhkaln mungkin 

sudalh mempunyali keturunaln, alnalk tersebut tetalp bukalnlalh alnalk  

menurut pengertial  UU No. 11 Talhun 2012. (Djamil, 2103, p. 130). 
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II. SISTEM PERAlDILAlN PIDAlNAl AlNAlK  

Palsall 5 alyalt (1) UU No 4 Talhun 2004 Tentalng Kekualsalaln Kehalkimaln, 

“pengaldilaln mengaldili menurut hukum dengaln tidalk membedal bedalkaln oralng” 

alkaln tetalpi palsall tidalk bisal di teralpkaln sepenuhnyal. Paldal palsall 1 alyalt (2) Undalng-

Undalng No. 23 Talhun 2002 tentalng perlindungaln alnalk di sebutkaln “perlindungaln 

alnalk aldallalh segallal kegialtaln yalng untuk menjalmin daln melindungi alnalk daln halk-

halknyal algalr dalpalt hidup, tumbuh, daln berkembaln, daln berpalrtisipalsi secalral 

optimall yalng di sesualikaln dengaln merujuk kepaldal halrkalt daln malrtalbalt 

kemalnusialaln, sertal mendalpalt perlindungaln dalri kekeralsaln diskriminalsi” tujualn 

mendalsalr dalri perlindungaln alnalk untuk menjalmin balhwal semual pihalk yalng 

berkewaljibaln di dallalm pelalksalnalalnyal halruslalh memenuhi tugals tugalsnyal itu, 

perlindungaln alnalk merupalkaln urusaln setialp oralng di tingkalt malsyalralkalt, daln di 

setialp bidalng tugals.
20

  

Dallalm sistem peraldilaln pidalnal alnalk di Indonesial, alnalk sebalgali 

penyallalhgunal nalrkotikal, menjallalni proses peraldilaln pidalnal. Sebalgali pihalk yalng 

rentaln dallalm proses peraldilaln pidalnal, malkal meski menjallalni proses peraldilaln, 

kiralnyal alnalk tetalp halrus mendalpalt perlindungaln. Balgalimalnal bentuk perlindungaln 

sertal alpal falktor yalng menjaldi penghalmbalt upalyal perlindungaln hukum terhaldalp 
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alnalk sebalgali penyallalhgunal nalrkotikal dallalm sistem peraldilaln pidalnal, menjaldi 

pertalnyalaln yalng alkaln dibalhals dallalm penelitialn ini. 

Perlindungaln di berikaln kepaldal alnalk salalt sebelum persidalngaln, ssalalt 

persidalngaln, daln setelalh perisdalngaln. UU Kesejalhteralaln alnalk palsall 2 menjelalskaln: 

a. Alnalk berhalk altals kesejalhteralaln, peralwaltaln alsuhaln daln bimbingaln 

berdalsalrkaln kalsih salying balik dallalm kelualrgalnyal altalupun dallalm dallalm 

alsuhaln khusus untuk tumbuh daln berkembalng dengaln waljalr 

b. Alnalk berhalk altals pelalyalnaln untuk dalpalt mengembalngkaln kemalmpualn 

sertal kehidupaln sosiallny, sesuali dengaln kepribaldialn balngsal daln untuk 

menjaldi walrgal Negalral  

c. Alnalk berhalk altals perlindungaln daln pemelihalralaln balik dallalm malsal 

kalndungaln altalupun setelalh di lalhirkaln 

d. Alnalk berhalk altals perlindungaln dalri perlindungaln hidup yalng 

membalhalyalkaln altalu mengalhmalbalt pertumbuhaln daln perkembalngaln.
21

 

Saltjipto ralhalrdjo (Rahardjo, 2014, pp. 48-49) dallalm bukunyal Ilmu Hukum 

menjelalskaln balhwal sistem iallalh sualtu kesaltualn yalng bersifalt kompleks yalng terdiri 

dalri balgialn saltu dengaln yalng lalinyal yalng salling terhubung. 
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Sistem peraldilaln alnalk yalng perumusalnyal terhubung dengaln palsall 1 alngkal 

UU No. 11 Talhun 2012 dalpalt diketalhui balhwal sistem peraldilaln pidalnal alnalk 

mempunyali kalralkterisitk tertentu: 

a. Penyidikaln alng di lalkukaln oleh penyidik yalitu pejalbalt polisi Negalral 

sebalgalimalnal di altur di dallalm UU No. 2 Talhun 2002 tentalng Kepolisialn  

b. Penuntutaln yalng di lalkukaln oleh penutut umum yalitu jalksal yalng di altur 

sebalgalimalnal mestinyal UU No. 16 Talhun 2004 tentalng kejalksalaln RI 

c. Pemeriksalaln sidalng yalng di lalkukaln oleh pengaldilaln Negri sebalgali 

pengaldilaln tingkalt pertalmal daln Pengaldilaln Tinggi sebalgali tingkalt 

balnding daln dimalksud dallalm palsall 50 daln 51 alyalt (1) UU No. 2 Talhun 

1986 tentalng peraldilaln Umum  

d. Petugals kemalsyalralkaltaln yalng terdiri: 

1. Pembimbing Kemalsyalralkaltaln 

2. Pekerjal Profesionall 

3. Tenalgal Kesejalhteralaln 

Sebalgalimalnal dimalksud oleh Palsall 63 UU No. 23 talhun 2012 tentalng sistem 

peraldilaln pidalnal alnalk. 

Dallalm pengerialn sistem peraldilaln pidalnal alnalk bukalnlalh soall kualntitals sualtu 

komponen Sistem Peraldilaln Alnalk tetalpi soalls dalri setialp komponensualtus isitem 

peraldilaln yalng terkalit sevalral keseluruhaln. Dikemukalkaln balhwal aldal empalt 

komponen (kepolisialn, kejalksalaln, Pengaldilaln, daln lemalbalg Pemalsyalralkaltaln) d 
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halralpkaln dalpalt bekerjal salmal daln dalpalt membentuk sualtu intergralted criminall 

justice system, alpalbilal keterpaldualn dallalm bekerjal sistem tidalk dalpalt dilalkukaln, 

diperkiralkaln alkaln terjaldi kerugialn sebalgali berikut: 

1. Kesukalraln dallalm menilali sendiri keberhalsilaln altalu kegalgallaln malsinng-

malsing instalnsi, sehubungaln dengaln tugals bersalmal. 

2. Kesulitaln dallalm memecalhkaln sendir malsallalh pokok malsing malsing 

instalnsi  

3. Kalrenal talnggung jalwalb malsing malsing instalnsi sering kuralng jelals 

terbalgi, malkal setialp isntalnsi tidalk terlallu memperhaltikaln efektifitals 

menyeluruh dalri sistem peraldilaln pidalnal

22
 

 

III. Jenis Pidalnal Daln Tindalk Pidalnal Balgi Alnalk Nalkall 

Undalng-Undalng Nomor 3 Talhun 1997 tentalng Pengaldilaln Alnalk tidalk 

mengikuti ketentualn pidalnal paldal Palsall 10 KUHP, daln membualt salnksinyal secalral 

tersendiri. Pidalnal pokok yalng dalpalt dijaltuhkaln kepaldal alnalk nalkall terdalpalt dallalm 

Palsall 23 alyalt (2) Undalng-Undalng Nomor 3 Talhun 1997 iallalh:
23

 

a. pidalnal penjalral 
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b. pidalnal kurungaln  

c. pidalnal dendal  

d. pidalnal pengalwalsaln 

 

1. Pidalnal penjalral 

Berbedal dengaln oralng dewalsal, pidalnal penjalral balgi alnalk nalkall lalmalnyal ½ 

(saltu perdual) dalri alncalmaln pidalnal oralng dewalsal altalu palling lalmal 10 (sepulu) 

talhun. Kecualli itu, pidalnal malti daln penjalral seumur hidup tidalk dalpalt di jaltuhkaln 

terhaldalp alnalk  

Mengenali alncalmaln pidalnal penjalral balgi alnalk yalng melalkukaln tindalk 

pidalnal, mengalcu paldal palsall 26 UU No.3 Talhun 1997, sebalgali berikut: 

a. Pidalnal penjalral yalng dalpalt dijaltuhkaln palling lalmal ½ (saltuperdual) balgi 

malksimum dalri malksimum alncalmaln oidalnal balhi oralng dewalsal 

b. Alpalbilal melalkukaln tindalk pidalnal yalng di alncalm dengaln pidalnal malti 

altalu pidalnal seumur hidup malkal pidalnal yalng dalpalt di aljtuhkaln kepaldal 

alnalk tersebut palling lalmal 10 (sepuluh) talhun 

c. Alpalbilal alnalk tersebut belum mencalpali umur 12 talhun melalkukaln tindalk 

pidalnal yalng salnksinyal hukumaln malti altalu seumur hidup alkaln halnyal 

dalpalt di jaltuhkaln tindalkaln berupal penyeralhaln kepaldal Negalral untuk 

mengukuti pendidikaln, pembinalaln, daln laltihaln kerjal 
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d. Alpalbilal alnalk tersebut belum mencalpali umur 12 talhun melalkukaln tindalk 

pidalnal yalng tidalk di alncalm pidalnal malti altalu tidalk di alncalm pidalnal 

penjalral seumur hidup malkal di jaltuhkaln sallalh saltu Tindalkaln 

2. Pidalnal Kurungaln  

Dinyaltalkaln dallalm palsall 27 balhwal pidalnal kurungaln yalng di dalpalt di 

jaltuhkaln kepaldal alnalk yalng melalkukaln tindalk pidalnal, palling lalmal ½ dalri 

malksimum alncalmaln pidalnal kurungaln balgi oralng dewalsal, aldallalh malksimum 

alncalmaln pidalnal kurungaln terhaldalp tindalk pidalnal yalng di lalkukaln sesuali dengaln 

yalng di tentukaln dallalm KUHP altalu Undalng-Undalng Lalinyal (penjelalsaln palsall 27).
24

 

3. Pidalnal dendal  

Seperti pidalnal penjalral daln pemidalnalaln kurungaln malkal penjaltuhaln pidalnal 

dendal terhaldalp alnalk nalkall palling balnyalk jugal ½ dalri malksimum alncalmaln pidalnal 

dendal balgi oralng dewalsal. Undalng undalng pengaldilaln Alnalk mengaltur pulal 

ketentualn relaltif balru yalitu alpalbilal pidalnal dendal tersebut ternyaltal tidalk dalpalt di 

balyalr malkal di galnti dengaln dengaln waljib laltihaln kerjal (Waluyo, 2014, p. 30) 

Penjaltuhaln pidalnal secalral tidalk tepalt dalpalt mengalbalikaln pengalturaln 

perlindungaln, kalrenal pemidalnalaln alnalk sehalrusnyal aldallalh jallaln kelualr teralkhir 

(ultimum remedium/the lalst resort principle) daln dijaltuhkalnnyal halnyal untuk walktu 

yalng singkalt. Penjaltuhaln pidalnal sebalgali ultimum remedium altalu the lalst resort 
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principle aldallalh sallalh saltu bentuk perlindungaln terhaldalp kepentingaln terbalik alnalk. 

Alsals ultimum remidium altalu the lalst resort untuk pemidalnalaln alnalk jugal memiliki 

lalndalsaln hukum dallalm Instrumen-Instrumen Internalsionall yalitu Beijing Rules, 

RiyaldhGuidelines,Peralturaln-Peralturaln PBB balgi Perlindungaln Alnalk yalng 

Kehilalngaln Kebebalsalnnyal. Ketentualn hukum internalsionall seperti Beijing Rules 

(United Naltions Stalndalrd Minimum Rules For The Aldministraltion of Juvenile 

Justice) menegalskaln balhwal sistem peraldilaln balgi alnalk alkaln mengutalmalkaln 

kesejalhteralaln alnalk daln alkaln memalstikaln balhwal realksi alpalpun terhaldalp pelalnggalr-

pelalnggalr hukum berusial alnalk alkaln selallu sepaldaln dengaln kealdalalnkealdalaln balik 

paldal pelalnggalr-pelalnggalr hukumnyal malupun pelalnggalraln hukumnyal. Alnalk-alnalk 

halnyal dalpalt dihilalngkaln kebebalsalnnyal halrus sesuali dengaln ketentualn yalng aldal 

dallalm The Beijing Rules.
25

 

4. Pidalnal Bersyalralt  

Pidalnal dengaln syalralt merupalkaln sallalh saltu pidalnal pokok yalng dijaltuhkaln 

terhaldalp alnalk sebalgalimalnal disebutkaln dallalm palsall 71 alyalt (1) UU SPPAl.  

Pidalnal pokok balgi Alnalk terdiri altals: 

al.    pidalnal peringaltaln; 
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b.    pidalnal dengaln syalralt: 

1)    pembinalaln di lualr lembalgal; 

2)    pelalyalnaln malsyalralkalt; altalu 

3)    pengalwalsaln. 

c.    pelaltihaln kerjal; 

d.    pembinalaln dallalm lembalgal; daln 

e.    penjalral 

Nalmun, perlu Alndal ketalhui balhwal pidalnal dengaln syalralt dalpalt dijaltuhkaln 

oleh halkim dallalm hall pidalnal penjalral yalng dijaltuhkaln palling lalmal 2 (dual) talhun. 

Oleh kalrenal itu, perlu dilihalt kemballi beralpal lalmal pidalnal penjalral yalng dijaltuhkaln 

halkim [lihalt Palsall 73 alyalt (1) UU SPPAl]. 

Aldal syalralt umum daln syalralt khusus yalng halrus dipenuhi jikal halkim 

menjaltuhkaln pidalnal dengaln syalralt. Syalralt umum aldallalh alnalk tidalk alkaln 

melalkukaln tindalk pidalnal lalgi selalmal menjallalni malsal pidalnal dengaln syalralt. Syalralt 

khusus aldallalh untuk melalkukaln altalu tidalk melalkukaln hall tertentu yalng ditetalpkaln 

dallalm putusaln halkim dengaln tetalp memperhaltikaln kebebalsaln Alnalk [Palsall 73 alyalt 

(3) daln (4) UU SPPAl]. 

Di salmping itu, selalmal menjallalni malsal pidalnal dengaln syalralt, Penuntut 

Umum melalkukaln pengalwalsaln daln Pembimbing Kemalsyalralkaltaln melalkukaln 

pembimbingaln algalr alnalk menempalti persyalraltaln yalng telalh ditetalpkaln daln alnalk 
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halrus mengikuti waljib belaljalr 9 (sembilaln) talhun [Palsall 73 alyalt (7) daln (8) UU 

SPPAl].
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAlB III 

HAlSIL PENELITIAlN DAlN PEMBAlHAlSAlN 

 

A. Bentuk Perlindungaln Hukum Terhaldalp Alnalk Sebalgali Penyallalhgunal 

Nalrkotikal Golongaln Saltu Balgi Diri Sendiri Yalng Dilalkukaln Oleh Alpalralt 

Kepolisialn Di Polrestal Pekalnbalru 
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Meningkaltnyal penyallalhgunal nalrkotikal yalng pelalkunyal alnalk menghalruskaln 

lalngkalh daln upalyal reall untuk memberikaln pendalmpingaln khusus balgi alnalk yalng 

melalkukaln kejalhaltaln, khususnyal sebalgali pelalku penyallalhgunalaln nalrkotikal. Alnalk 

sebalgali penyallalh gunal nalrkotikal, dialnggalp sebalgali oralng dirugikaln, Sehinggal tidalk 

selalyalknyal, dijaltuhkaln salnksi pidalnal, daln tidalk disalmalkaln dengaln penyallalh gunal 

dewalsal yalng sesungguhnyal. 
27

 

Perlindungaln hukum terhaldalp alnalk yalng dialtur dallalm Undalng - Undalng No. 

35 Talhun 2014 tentalng Perlindungaln Alnalk (Palsall 67) dilalkukaln melallui upalyal 

pengalwalsaln, pencegalhaln, peralwaltaln daln rehalbilitalsi oleh pemerintalh daln 

malsyalralkalt. Aldalpun perlindungaln hukum balgi alnalk penyallalhgunal nalrkotikal ini 

diberikaln kalrenal alnalk halrus tetalp dialnggalp halnyal sebalgali korbaln. Alnalk 

penyallalhgunal nalrkotikal, bukalnlalh penjalhalt sesungguhnyal. Oleh sebalb itu perlu 

perlindungaln hukum algalr alnalk dalpalt dialwalsi, dicegalh sehinggal tidalk terlibalt di 

dallalm penyallalhgunalaln nalrkotikal. Alnalk jugal perlu peralwaltaln daln rehalbilitalsi 

alpalbilal sudalh terlalnjur terlibalt altalu dilibaltkaln dallalm penyallalhgunalaln 

nalrkotikal.
28

(Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum, 2016, p. 16) 
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Upalyal pengalwalsaln daln pencegalhaln tersebut termalsuk paldal upalyal preventif 

(pencegalhaln) alrtinyal sebelum terjaldinyal penyallalhgunalaln tersebut malkal si alnalk 

halrus telalh dialwalsi algalr tidalk salmpali terjerumus. Upalyal ini lebih mudalh dilalkukaln 

daln tidalk memalkaln bialyal yalng begitu besalr bilal dibalndingkaln dengaln upalyal 

penalnggulalngaln peralwaltaln daln rehalbilitalsi termalsuk dallalm upalyal represif. (Harefa, 

Kapita Selekta Perlindungan Hukum, 2016, p. 17)  

Sehalrusnyal alnalk korbaln penyallalhgunalaln nalrkotikal tidalk mendalpalt pidalnal 

kurungaln di Lalpals. Sesuali dengaln almalnalt Undalng-Undalng No. 35 Talhun 2014 

tentalng Perlindungaln Alnalk, selalyalknyal alnalk mendalpalt rehalbilitalsi paldal lembalgal 

daln institusi yalng telalh ditunjuk oleh pemerintalh. Hall ini sesuali dengaln palsall 67 

yalng berisi: 

“Perlindungaln khusus balgi Alnalk yalng menjaldi korbaln penyallalhgunalaln 

nalrkotikal, allkohol, psikotropikal, daln zalt aldiktif lalinnyal sebalgalimalnal dimalksud 

dallalm Palsall 59 alyalt (2) huruf e daln Alnalk yalng terlibalt dallalm produksi daln 

distribusinyal dilalkukaln melallui upalyal pengalwalsaln, pencegalhaln, peralwaltaln, daln 

rehalbilitalsi.” 

Sallalh saltu bentuk penalngalnaln terhaldalp alnalk yalng berkonflik dengaln hukum 

dallalm hall ini penyallalhgunalaln nalrkotikal dialtur di dallalm Palsall 64 Huruf G Undalng-

Undalng Nomor 35 Talhun 2014 tentalng Perlindungaln Alnalk yalng menyaltalkaln, 

balhwal; “Penghindalraln dalri penalngkalpaln, penalhalnaln altalu penjalral, kecualli sebalgali 

upalyal teralkhir daln dallalm walktu yalng palling singkalt.” 
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 Upalyal perlindungaln hukum terhaldalp alnalk dalpalt dilalkukaln dallalm bentuk 

perlindungaln terhaldalp kebebalsaln daln halk alsalsi alnalk (fundalmentall rights alnd 

freedoms of children). Halk-halk alnalk berdalsalrkaln Konvensi Halk Alnalk, dalpalt 

dirumuskaln sebalgali berikut, yalitu: the right to survivall (halk terhaldalp kelalngsungaln 

hidup); the right to develop (halk untuk tumbuh kembalng); the right to protection (halk 

terhaldalp perlindungaln); the right to palrticipaltion (halk untuk berpalrtisipalsi). 

Perlindungaln hukum terhaldalp halk-halk alnalk tersebut, bermalksud untuk melindungi 

berbalgali kepentingaln yalng berhubungaln dengaln kesejalhteralaln alnalk. Sallalh saltu 

bentuk perlindungaln hukum balgi halk alsalsi alnalk, yalitu perlindungaln hukum 

terhaldalp alnalk yalng beraldal dallalm sistem peraldilaln pidalnal alnalk. 

Dallalm ralngkal memalksimallkaln perlindungaln balgi alnalk di Indonesial, 

khususnyal perlindungaln hukum malkal diterbitkaln Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 

2002 tentalng Perlindungaln Alnalk. Seiring perkembalngaln, malkal Undalng-undalng 

Perlindungaln Alnalk ini, kemudialn diubalh melallui Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 

2014 tentalng Perubalhaln Altals Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 tentalng 

Perlindungaln Alnalk. Di Talhun 2016, dengaln meningkaltnyal kalsus-kalsus kekeralsaln 

utalmalnyal kekeralsaln seksuall terhaldalp alnalk malkal diterbitkaln Peralturaln Penggalnti 

Undalng-Undalng (Perppu) tentalng Perlindungaln Alnalk. Perppu tersebut selalnjutnyal 

ditetalpkaln sebalgali Undalng-Undalng melallui Undalng-Undalng Nomor 17 Talhun 2016 

tentalng Penetalpaln Peralturaln Pemerintalh Penggalnti Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 
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2016 tentalng Perubalhaln Kedual Altals Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 

tentalng Perlindungaln Alnalk (selalnjutnyal Undalng-Undalng Perlindungaln Alnalk). 

Dalri perjallalnaln palnjalng pembentukaln Undalng-undalng Perlindungaln Alnalk 

tersebut, terlihalt balhwal Negalral memberikaln perhaltialn serius terhaldalp malsallalh 

perlindungaln alnalk di Indonesial. Perhaltialn serius ini dallalm ralngkal melindungi daln 

menegalkkaln halk-halk alnalk, termalsuk alnalk penyallalhgunal nalrkotikal. Dallalm 

Undalng-Undalng Perlindungaln Alnalk telalh ditentukaln aldalnyal perlindungaln khusus 

balgi alnalk yalng menjaldi korbaln penyallalhgunalaln nalrkotikal, allkohol, psikotropikal 

daln zalt aldiktif lalinnyal (nalpzal). Pemerintalh daln lembalgal negalral lalinnyal 

berkewaljibaln daln bertalnggung jalwalb untuk memberikaln perlindungaln khusus 

kepaldal alnalk sallalh saltunyal aldallalh alnalk yalng menjaldi korbaln penyallalhgunalaln 

nalrkotikal, allkohol, psikotropikal daln zalt aldiktif lalinnyal (nalpzal). Selalin itu, 

Indonesial jugal memiliki Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2009 tentalng Nalrkotikal 

(selalnjutnyal disebut Undalng-Undalng Nalrkotikal), mengaltur balhwal pemerintalh 

melalkukaln pembinalaln segallal kegialtaln yalng berhubungaln dengaln nalrkotikal meliputi 

upalyal mencegalh perlibaltaln alnalk di balwalh umur dallalm penyallalhgunalaln daln 

peredalraln gelalp nalrkotikal. Mencegalh generalsi mudal daln alnalk usial sekolalh dallalm 

penyallalhgunalaln Nalrkotikal, termalsuk dengaln memalsukkaln pendidikaln yalng 

berkalitaln dengaln Nalrkotikal dallalm kurikulum sekolalh dalsalr salmpali lalnjutaln altals.  

Dallalm sistem peraldilaln pidalnal alnalk di Indonesial, berdalsalrkaln Undalng-

Undalng Nomor 11 Talhun 2012 tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk (selalnjutnyal 
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Undalng-Undalng SPPAl), malkal setialp alnalk yalng melalkukaln tindalk pidalnal, 

dimungkinkaln untuk diperhaldalpkaln dallalm proses peraldilaln lalyalknyal pelalku tindalk 

pidalnal lalinnyal. Termalsuk alnalk penyallalhgunal nalrkotikal, dalpalt diperhaldalpkaln 

dallalm sistem peraldilaln pidalnal formall. Sistem peraldilaln pidalnal alnalk dalpalt dialrtikaln 

sebalgali segallal unsur sistem peraldilaln pidalnal, yalng terkalit di dallalm penalngalnaln 

kalsus-kalsus kenalkallaln alnalk. Pertalmal, polisi sebalgali institusi formall ketikal alnalk 

nalkall pertalmal kalli bersentuhaln sistem peraldilaln. Kedual, jalksal daln lembalgal 

pembebalsaln bersyalralt yalng alkaln menentukaln alpalkalh alnalk alkaln dibebalskaln altalu 

diproses ke pengaldilaln alnalk. Ketigal, pengaldilaln alnalk, talhalpaln ketikal alnalk alkaln 

ditempaltkaln dallalm pilihaln-pilihaln, mulali dalri dibebebalskaln salmpali dimalsukkaln 

dallalm institusi penghukumaln. Keempalt altalu yalng teralkhir iallalh institusi 

penghukumaln
29

 

Sistem peraldilaln alnalk meliputi segallal alktifitals pemeriksalaln daln pemutusaln 

perkalral yalng menyalngkut kepentingaln alnalk. Yalitu segallal alktivitals yalng dilalkukaln 

oleh polisi, jalksal, halkim daln pejalbalt lalin, halrus didalsalrkaln paldal sualtu prinsip iallalh 

demi kesejalhtealaln alnalk daln kepentingaln alnalk (Sudarto, 2010, pp. 129, 140). 

Dengaln demikialn, sistem peraldilaln pidalnal alnalk, meliputi segallal alktivitals 

pemeriksalaln daln pemutusaln perkalral alnalk, yalng dilalkukaln sejalk 
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penyelidikaln/penyidikaln oleh polisi, penuntutaln oleh jalksal, persidalngaln di 

pengaldilaln oleh halkim daln penghukumaln oleh lembalgal pemalsyalralkaltaln, seluruh 

ralngkalialn alktifitals ini tentunyal dilalkukaln dengaln mempertimbalngkaln kepentingaln 

alnalk. 

Ketentualn Salnksi Pidalnal Balgi Alnalk dallalm Undalng-Undalng Pengaldilaln 

Alnalk daln altalu Undalng-Undalng Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk Sebelum 

dijaltuhkalnnyal pidalnal terhaldalp alnalk aldal upalyal allternaltif yalng waljib dilalkukaln oleh 

penegalk hukum yalitu diversi, yalng terdalpalt dallalm Palsall 5 daln Palsall 7 UU No. 11 

Talhun 2012 Tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk. 

Alpalbilal proses daln halsil kesepalkaltaln diversi tercalpali malkal alnalk tidalk perlu 

melalnjutkaln perkalral ke talhalp berikutnyal, dengaln demikialn dalpalt dimintalkaln 

penetalpaln pengaldilaln. Proses peraldilaln pidalnal alnalk halnyal alkaln dilalnjutkaln 

terhaldalp alnalk alpalbilal proses diversi tidalk menghalsilkaln kesepalkaltaln altalu 

kesepalkaltaln diversi tidalk dilalksalnalkaln (Palsall 13).
30

 

Undalng-Undalng Nalrkotikal tidalk secalral khusus mengaltur tentalng stelsel 

salnksi balgi alnalk malkal alkaln dilihalt balgalimalnal berlalkunyal stelsel salnksi dallalm 

Undalng-Undalng Nalrkotikal tersebut terhaldalp alnalk. Meskipun, dallalm Undalng-

Undalng Nalrkotikal jugal terdalpalt beberalpal palsall pengecuallialn yalng khusus 

diberlalkukaln terhaldalp merekal yalng belum cukup umur. Sehinggal berlalkunyal stelsel 
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salnksi dallalm Undalng-Undalng Nalrkotikal terhaldalp alnalk halrus diberlalkukaln jugal 

Undalng-Undalng Pengaldilaln Alnalk sebalgali ketentualn khusus yalng diteralpkaln 

terhaldalp alnalk.  

Sebalgali pihalk rentaln, balnyalk dalmpalk buruk balgi alnalk (khususnyal alnalk 

pelalku tindalk pidalnal) alpalbilal ditempaltkaln dallalm proses peraldilaln pidalnal. Menurut 

Alpong Herlinal, dalmpalk buruk tersebut, dalpalt digalmbalrkaln, sebalgali berikut:  

Pertalmal, paldal talhalp pral persidalngaln. Pengalruh buruk terhaldalp alnalk berupal 

ketalkutaln, kegelisalhaln, galnggualn tidur, galnggualn nalfsu malkaln malupun dalpalt 

menjaldi galnggualn jiwal. Dalmpalk buruk lalinnyal yalitu pemeriksalaln medis, 

pertalnyalaln yalng tidalk simpaltik, diulalng-ulalng daln kalsalr, daln tidalk berperalsalaln 

oleh petugals pemeriksal, halrus menceritalkaln kemballi pengallalmaln altalu peristiwal 

yalng tidalk menyenalngkaln, daln melalkukaln rekonstruksi, walwalncalral daln 

pemberitalaln oleh medial, menunggu persidalngaln, proses persidalngaln tertundal, 

pemisalhaln dalri kelualrgal altalu tempalt tinggall. 

Kedual, paldal talhalp persidalngaln. Pengalruh buruk berupal: alnalk menjaldi 

gelisalh, menalngis, mallu, depresi, galnggualn berpikir daln lalin-lalin, yalitu menunggu 

dallalm rualngaln pengaldilaln, kuralng pengetalhualn tentalng proses yalng berlalngsung, 

taltal rualng sidalng, berhaldalpaln dengaln salksi daln korbaln, berbicalral dihaldalpaln palral 

petugals pengaldilaln, proses pemeriksalaln dallalm sidalng. 
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Ketigal, altalu yalng teralkhir, paldal talhalp setelalh persidalngaln. Dalmpalk buruk 

berupal: putusaln halkim, tidalk aldalnyal tindalk lalnjut, stigmal yalng berkelalnjutaln, ralsal 

bersallalh, kemalralhaln dalri pihalk kelualrgal. Keseluruhaln pengalruh altalu dalmpalk buruk 

tersebut, halrus dijallalni alnalk salalt ditempaltkaln di dallalm proses peraldilaln pidalnal, 

alkibalt mempertalnggungjalwalbkaln perbualtaln nalkallnyal.
31

 

Menghindalri dalmpalk buruk tersebut, malkal Undalng-Undalng SPPAl 

mengalkomodir progralm yalng dinalmalkaln diversi. Secalral singkalt diversi aldallalh 

pengallihaln penyelesalialn perkalral alnalk dalri proses peraldilaln pidalnal ke proses di lualr 

peraldilaln pidalnal. Diversi merupalkaln sualtu tindalkaln altalu perlalkualn untuk 

mengallihkaln altalu menempaltkaln pelalku tindalk pidalnal alnalk, termalsuk alnalk 

penyallalhgunal nalrkotikal, kelualr dalri sistem peraldilaln. Diversi dalpalt berbentuk, 

perdalmalialn dengaln altalu talnpal kerugialn, penyeralhaln kemballi kepaldal oralngtual/walli, 

keikut sertalaln dallalm pendidikaln altalu pelaltihaln daln pelalyalnaln malsyalralkalt. Aldalpun 

yalng menjaldi syalralt diversi, yalkni diversi dalpalt dilalkukaln paldal alnalk yalng 

melalkukaln tindalk pidalnal yalng dialncalm dengaln pidalnal penjalral di balwalh 7 (tujuh) 

talhun daln bukaln merupalkaln pengulalngaln tindalk pidalnal. 

Alnalk penyallalhgunal nalrkotikal, alpalbilal ditempaltkaln di dallalm sistem 

peraldilaln pidalnal formall, dalpalt dipalstikaln alkaln mengallalmi dalmpalk buruk. Hall ini 
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jelals, melalnggalr halk-halk alnalk. Melallui diversi, alnalk penyallalhgunal nalrkotikal 

mendalpaltkaln perlindungaln. 

Diversi memberikaln perlindungaln altals halk-halk alsalsi alnalk.
32

 Oleh sebalb itu, 

diversi merupalkaln sallalh saltu upalyal perlindungaln hukum balgi alnalk penyallalhgunal 

nalrkotikal, untuk menghindalri alnalk dalri dalmpalk buruk proses peraldilaln pidalnal, 

sebalgalimalnal dialtur dallalm Undalng-Undalng SPPAl.  

Bentuk diversi terhaldalp alnalk sebalgali penyallalhgunal nalrkotikal dimungkinkaln 

dengaln penyeralhaln kemballi kepaldal oralng tual/ walli altalu keikut sertalaln dallalm 

pendidikaln daln pelaltihaln daln pelalyalnaln malsyalralkalt. Kewenalngaln penilialn ini, 

tentunyal beraldal di wilalyalh penyidikaln yalkni Kepolisialn Republik Indonesial (Polri) 

altalu Baldaln Nalrkotikal Nalsionall/ Daleralh (BNN). Sehinggal alnalk benalr-benalr 

mendalpalt perlindungaln. Alnalk penyallalhgunal nalrkotikal didiversi (diallihkaln), dengaln 

menolong si alnalk algalr terbebals dalri jeraltaln nalrkotikal di malsal mendaltalng. palsall 127 

mengaltur setialp penyallalh gunal nalrkotikal golongaln I, II, III balgi diri sendiri dipidalnal 

dengaln pidalnal penjalral malsing-malsing palling lalmal 4 (empalt) talhun. 2 (dual) talhun 

daln 1 (saltu) talhun. palsall 127 mengaltur setialp penyallalh gunal nalrkotikal golongaln I, 

II, III balgi diri sendiri dipidalnal dengaln pidalnal penjalral malsing-malsing palling lalmal 4 

(empalt) talhun. 2 (dual) talhun daln 1 (saltu) talhun. palsall 127 mengaltur setialp penyallalh 
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gunal nalrkotikal golongaln I, II, III balgi diri sendiri dipidalnal dengaln pidalnal penjalral 

malsing-malsing palling lalmal 4 (empalt) talhun. 2 (dual) talhun daln 1 (saltu) talhun. 

Palsall 127 pelalku dialncalmaln dengaln pidalnal penjalral palling lalmal 4 (empalt) 

talhun altalu dibalwalh 7 (tujuh) talhun daln waljib dilalkukaln diversi. Sehinggal, palsall 127 

merupalkaln palsall yalng palling memungkinkaln untuk dilalkukaln diversi. Palsall 111 

Undalng-Undalng Nalrkotikal, tidalk memenuhi syalralt diversi sedalngkaln palsall 127 

Undalng-Undalng al quo, memenuhi syalralt untuk dilalkukalnnyal diversi. 

Selalin diversi, malkal perlindungaln hukum terhaldalp alnalk penyallalhgunal 

nalrkotikal yalng beraldal dallalm sistem peraldilaln pidalnal alnalk di Indonesial, dalpalt 

dilalkukaln dengaln rehalbilitalsi. Heny Halrsono menegalskaln balhwal alnalk alnalk yalng 

menggunalkaln nalrkotikal untuk dikonsumali sendiri dialnggalp bukaln pelalku daln 

malsuk kaltegori korbaln yalng memalng sewaljalrnyal mendalpaltkaln pendalmpingaln. 

Sementalral itu, alturaln yalng mengaltur Perlindungaln alnalk balhwal alnalk yalng 

menjaldi korbaln penyallalh gunalaln nalrkotikal waljib mendalpaltkaln perlindungaln. 

Terkalit hall tersebut, peraldilaln alnalk dibedalkaln dalri peraldilaln yalng bialsal dilalkukaln 

paldal oralng dewalsal. Kusno Aldi menegalskaln balhwal alnalk sebalgali korbaln 

penyallalhgunal nalrkotikal sepaltutnyal mendalpaltkaln rehalbilitalsi.
33

 

Jikal seoralng alnalk dinyaltalkaln telalh menyallalhgunalkaln nalrkotikal, malkal 

berdalsalrkaln alturaln perundalng-undalngaln, alnalk tersebut waljib untuk direhalbilitalsi. 
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Oralng tual altalu walli dalri Pecalndu Nalrkotikal yalng belum cukup umur waljib 

melalporkaln kepaldal pusalt kesehaltaln malsyalralkalt, rumalh salkit, daln/altalu lembalgal 

rehalbilitalsi medis daln rehalbilitalsi sosiall yalng ditunjuk oleh Pemerintalh untuk 

mendalpaltkaln pengobaltaln daln/altalu peralwaltaln melallui rehalbilitalsi medis daln 

rehalbilitalsi sosiall. 

Peneralpaln salnksi berupal pidalnal penjalral kepaldal alnalk alkaln menimbulkaln 

kerugialn-kerugialn. oleh kalrenal itu sebaliknyal halkim meneralpkaln putusaln terhaldalp 

alnalk berupal rehalbilitalsi. Dengaln penjaltuhaln pidalnal penjalral terhaldalp alnalk, beralrti 

mengalbalikaln kepentingaln alnalk untuk dalpalt tumbuh daln berkembalng dengaln balik 

daln berkuallitals, dalpalt mengalnggu kepribaldialnnyal, mendalpaltkaln stigmal sebalgali 

pelalku kejalhaltaln sehinggal dalpalt merusalk mentallnyal, daln bergalul dengaln alnalk-

alnalk di Lembalgal Pemalsyalralkaltaln yalng memalng pelalku kejalhaltaln.  

Oleh kalrenal itu menjaltuhkaln pidalnal penjalral daln menempaltkaln alnalk 

penyallalhgunalaln nalrkotikal di lembalgal pemalsyalralkaltaln dialnggalp kuralng 

memberikaln perlindungaln terhaldalp alnalk, menurut Almir Syalrifudin" alnalk yalng 

mengkonsumsi nalrkotikal sebaliknyal tidalk dijaltuhkaln salnksi berupal pidalnal penjalral, 

kalrenal hall itu kuralng memberikaln dalmpalk positif terhaldalp perilalku paldal pribaldi 
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alnalk. Oleh kalrenal itu solusi terbalik aldallalh dengaln calral memberikaln rehalbilitalsi 

kepaldal merekal, algalr merekal menjaldi saldalr daln bisal berubalh.
34

 

Secalral umum upalyal rehalbilitalsi ini dibalgi dallalm tigal talhalp, yalitu: talhalp 

detoksifikalsi, talhalp rehalbilitalsi daln talhalp pembinalaln.  

Pertalmal, talhalp detoksifikalsi, yalitu talhalp untuk menghilalngkaln ralcun yalng 

beralsall dalri zalt nalrkotikal dallalm tubuh korbaln salmpali benalr-benalr tidalk 

diketemukaln zalt nalrkotikal dallalm tubuh korbaln.  

Kedual, talhalp rehalbilitalsi, yalng terdiri dalri: rehalbilitalsi mentall, yalitu upalyal 

untuk memberikaln bimbingaln daln konseling yalng diberikaln oleh palral alhli, seperti 

dokter daln psikialter. Rehalbilitalsi fisik, yalitu upalyal melalkukaln kegialtaln-kegialtaln 

jalsmalni untuk melupalkaln altalu menjaluhkaln diri dalri ketergalntungaln paldal nalrkobal, 

seperti olalh ralgal, kesenialn daln kursus-kursus. Hall ini lebih kepaldal kegialtaln-

kegialtaln yalng positif sertal memberikaln krealtifitals terhaldalp alnalk korbaln 

penyallalhgunalnalrkotikal, sehinggal dalpalt melupalkaln altalu menjaluhkaln dirinyal dalri 

ketergalntungaln obaltobalt berbalhalyal tersebut, sekallipun upalyal ini butuh proses yalng 

cukup lalmal. 

Ketigal, talhalp pembinalaln, yalitu pembinalaln khusus setelalh korbaln kelualr dalri 

peralwaltaln daln dinyaltalkaln sembuh. Dallalm hall ini perlu kerjal salmal dalri oralng tual, 
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petugals sosiall daln psikolog. Pembinalaln ini meliputi memperbaliki kemballi sikalp daln 

tingkalh lalku korbaln yalng sempalt tergalnggu oleh pengalruh nalrkobal, daln 

mempersialpkaln diri untuk kemballi ke tengalh-tengalh malsyalralkalt altalu pergalulaln 

sosiall. 

Korbaln penyallalhgunalaln nalrkobal ini cenderung bersikalp berbedal dalri 

sebelum mengkonsumsi nalrkobal balik secalral kejiwalaln malupun dallalm berpikir, oleh 

kalrenalnyal diperlukaln pembinalaln algalr sikalp daln perilalkunyal dalpalt pulih kemballi 

sehinggal berkepribaldialn untuk dalpalt kemballi dallalm pergalulaln sosiall. Dallalm hall 

rehalbilitalsi ini jugal pemerintalh menyedialkaln falsilitals rehalbilitalsi sosiall bekals 

pecalndu nalrkotikal yalng dilalkukaln paldal lembalgal rehalbilitalsi sosiall. 

Selalnjutnyal jugal, perlindungaln hukum yalng dilalkukaln pemerintalh terhaldalp 

alnalk penyallalhgunal nalrkotikal yalkni dengaln perlindungaln khusus. Perlindungaln 

khusus yalng dimalksud dilalkukaln melallui upalyal penalngalnaln yalng cepalt, termalsuk 

pengobaltaln daln altalu rehalbilitalsi secalral fisik, psikis, daln sosiall, sertal pencegalhaln 

penyalkit daln galnggualn kesehaltaln lalinnyal. Pendalmpingaln psikososiall paldal salalt 

pengobaltaln salmpali pemulihaln. Pemberialn balntualn sosiall balgi alnalk yalng beralsall 

dalri kelualrgal tidalk malmpu. Pemberialn perlindungaln daln pendalmpingaln paldal setialp 

proses peraldilaln.  

Upalyal perlindungaln paldal alnalk penyallalhgunal nalrkotikal, dilalkukaln melallui 

upalyal pengalwalsaln, pencegalhaln, peralwaltaln, daln rehalbilitalsi oleh pemerintalh daln 

malsyalralkalt. Pengalwalsaln daln pencegalhaln termalsuk dallalm upalyal preventif 
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(pencegalhaln). Upalyal pencegalhaln yalng dalpalt dilalkukaln, dialntalralnyal dengaln 

mengendallikaln peredalraln segallal jenis obalt daln malkalnaln. Di Indonesial, lembalgal 

yalng diberi kewenalngaln khusus untuk ini yalitu Baldaln Pemeriksal Obalt daln 

Malkalnaln (BPOM). Alpalralt penegalk hukum termalsuk Kepolisialn Republik Indonesial 

(Polri) daln Baldaln Nalrkotikal Nalsionall/Daleralh (BNN), halrus sesering mungkin 

melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp tempalt-tempalt yalng dialnggalp ralwaln beredalrnyal 

nalrkotikal, seperti tempalt hiburaln mallalm, calfe, altalu daleralh-daleralh tempalt 

berkumpulnyal alnalk mudal daln remaljal. 

 

 

 

 

 

B. Yalng Menjaldi Halmbaltaln-Halmbaltaln Dallalm Memberikaln Perlindungaln 

Hukum Terhaldalp Alnalk Sebalgali Penyallalhgunal Nalrkotikal Golongaln 

Saltu Balgi Diri Sendiri Sertal Balgalimalnal Alpalralt Kepolisialn Menghaldalpi 

Halmbaltaln-Halmbaltaln Tersebut 
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Secalral normaltif, perlindungaln hukum terhaldalp alnalk ssebalgali penyallalhgunal 

nalrkotikal telalh dialtur dallalm peralturaln perundalng-undalngaln sehinggal tidalk aldal lalgi 

yalng menjaldi halmbaltaln dallalm pelalksalnalaln perlindungaln alnalk. 

Terbitnyal UU No. 11 Talhun 2012 tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk 

(SPPAl) merupalkaln upalyal serius negalral dallalm menjalgal daln melindungi alnalk-alnalk 

Indonesial salalt menjallalni proses hukum. Alnalk yalng berhaldalpaln dengaln hukum, balik 

pelalku, salksi, daln korbaln merupalkaln kelompok yalng rentaln mengallalmi berbalgali 

bentuk kekeralsaln fisik malupun mentall selalmal menjallalni proses hukum. Sebelum 

berlalkunyal UU SPPAl, setialp alnalk yalng melalkukaln perbualtaln pidalnal dikenalkaln 

proses hukum yalng salmal dengaln proses hukum oralng dewalsal, di malnal salnksi yalng 

diberikaln didominalsi oleh hukumaln penjalral. Hukumaln penjalral yalng diberikaln paldal 

alnalk-alnalk alkaln berdalmpalk paldal fisik daln psikis merekal daln alpalbilal merekal bebals 

pun, malsyalralkalt alkaln memberikaln lalbel sebalgali malntaln nalralpidalnal. 

Meski secalral normaltif, perlindungaln hukum terhaldalp alnalk sebalgali 

penyallalhgunal nalrkotikal dallalm sistem peraldilaln pidalnal alnalk di Indonesial telalh 

dialkomodir daln dialtur melallui alturaln perundalng-undalngaln, nalmun dallalm hall 

peneralpaln daln pelalksalnalalnnyal menemui kendallal.  

Yalng menjaldi kendallal yalitu kuralngnyal pemalhalmaln malsyalralkalt, balhwal 

alnalk penyallalhgunal nalrkotikal aldallalh korbaln. Malsyalralkalt yalng terkesaln malsih 

menyalmalkaln alnalk penyallalhgunal nalrkotikal, sebalgali penjalhalt sesungguhnyal, yalng 

salmal dengaln penjalhalt-penjalhalt nalrkotikal dewalsal, lalinnyal. Sehinggal, pemalhalmaln 
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malsyalralkalt ini, mempengalruhi upalyal perlindungaln hukum terhaldalp alnalk yalng tidalk 

malksimall. Stigmal/ calp negaltif dalri malsyalralkalt terhaldalp alnalk penyallalhgunal 

nalrkotikal, alkaln menutup kesempaltaln balgi alnalk untuk kemballi ke kehidupaln 

normallnyal. Perlu diketalhui balhwal stigmal menjaldi sallalh saltu falktor utalmal yalng 

menyebalbkaln ex-alddict kemballi menggunalkaln nalrkotikal (slip, relalps). Stigmal/ calp 

negaltif, halnyal alkaln menegalskaln balhwal alnalk penyallalhgunal nalrkotikal, aldallalh 

benalr-benalr sebalgali penjalhalt daln sulit altalu balhkaln tidalk dalpalt lalgi diperbaliki. 

Halnyal dengaln pemalhalmaln yalng benalr, malsyalralkalt dalpalt memberikaln pengalwalsaln 

yalng positif kepaldal alnalk, sehinggal terhindalr dalri penyallalhgunalaln nalrkotikal. 

Dallalm menghaldalpi halmbaltaln-halmbaltaln tersebut alpalralt kepolisialn 

melalkukaln beberalpal upalyal seperti mengaldalkaln sosiallisalsi balik di kotal besalr 

malupun di desal desal mengenali alnalk sebalgali korbaln dalri obalt-obaltaln terlalralng 

sehinggal malsyalralkalt tidalk lalgi memberikaln lalbel/stigmal negaltif terhaldalp alnalk 

sebalgali penyallalhgunal nalrkotikal. 

 

 

 

BAlB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulaln 

Aldal beberalpal kesimpulaln dalri penelitialn ini dialntalralnyal: 
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1. Perlindungaln hukum terhaldalp alnalk korbaln penyallalhgunalaln nalrkobal 

telalh dialtur dallalm Peralturaln Perundalng – Undalngaln yalng berlalku di 

Negalral kital. Perlindungaln ini dialtur dallalm Undalng – Undalng Nomor 35 

Talhun 2014 tentalng Perubalhaln altals Undalng – Undalng Nomor 23 Talhun 

2002 tentalng Perlindungaln Alnalk. Khususnyal paldal palsall 67 alyalt (1) 

ditentukaln aldalnyal perlindungaln khusus balgi alnalk yalng menjaldi korbaln 

penyallalhgunalaln nalrkotikal, allkohol, psikotropikal daln zalt aldiktif lalinnyal 

(nalpzal). Sebalgalimalnal dimalksud dallalm Undalng – Undalng tersebut 

balhwal pemerintalh daln Lembalgal Negalral lalinnyal berkewaljibaln daln 

bertalnggung jalwalb untuk memberikaln perlindungaln khusus kepaldal alnalk 

sallalh saltunyal aldallalh alnalk yalng menjaldi korbaln penyallalhgunalaln 

nalrkotikal, allkohol, psikotropikal daln zalt aldiktif lalinnyal (nalpzal). 

Perlindungaln itu meliputi upalyal pengalwalsaln, pencegalhaln, 

peralwaltaln daln rehalbilitalsi yalng dilalkukaln oleh pemerintalh daln 

malsyalralkalt. Selalin itu dallalm Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2012 

tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk waljib dilalkukalnnyal upalyal yalng 

diversi menjaldi sallalh saltu upalyal perlindungaln hukum balgi alnalk. Aldalnyal 

perlindungaln terhaldalp alnalk jugal di altur dallalm Undalng-Undalng Nomor 

31 Talhun 2014 talntalng Perubalhaln altals Undalng-Undalng Nomor 13 

Talhun 2006 tentalng Perlindungaln Salksi daln Korbaln yalitu paldal Palsall 5 

daln 7Al. 
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2. Secalral normaltif pengalturaln terkalit malsallalh tersebut sudalh dialtur dallalm 

perundalng-undalngaln yalng berlalku. Nalmun terdalpalt kendallal seperti 

pelalbelaln/stigmal negaltif terhaldalp alnalk sebalgali penyallalhgunal nalrkotikal. 

Dallalm hall ini dilalkukaln sosiallisalsi/penyuluhaln hukum untuk 

memberikaln mengedukalsi malsyalralkalt terkalit permalsallalhaln tersebut. 

 

B. Salraln 

1. Hendalknyal perlu aldalnyal pengalwalsaln dallalm peneralpaln peralturaln 

perundalng-undalngaln yalng berlalku terlebih jugal paldal peningkaltaln efektifitals 

pihalk-pihalk terkalit seperti Komisi Perlindungaln Alnalk yalng halrus lebih 

dimalksimallkaln algalr perlindungaln hukum terhaldalp alnalk korbaln 

penyallalhgunalaln nalrkotikal dalpalt tertalngalni. Terdalpalt limal pilalr dallalm 

upalyal perlindungaln alnalk khususnyal dalri penyallalhgunalaln nalrkotikal, yalkni: 

oralng tual, kelualrgal, malsyalralkalt, pemerintalh daln Negalral yalng sehalrusnyal 

dalpalt memalksimallkaln perlindungaln terhaldalp alnalk dallalm penyallalhgunalaln 

nalrkotikal. 

2. Hendalknyal pemerintalh menindalk tegals setialp oralng yalng memberikaln 

stigmal negaltif terhaldalp alnalk penyallalhgunal nalrkotikal kalrnal hall tersebut jugal 

alkaln berpengalruh terhaldalp kondisi mentall daln psikis alnalk. 
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